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ABSTRAK

Rasmi. 2017. Pelayanan Administrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-
KTP) pada Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Skripsi. Program Studi
Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Hidayah Quraisy dan Suardi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap
pelayanan administrass Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pada Kantor
Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif yang menggambarkan perseps masyarakat terhadap Pelayanan Administras
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Untuk mengumpulkan data, penéliti
menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data
melalui beberapa tahapan yaitu reduks datal penyajian data dan penarikan kesimpulan ,
sedangkan teknik keabsahan data menggunakan credibility (intenal) dan transferability
(eksternal).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepst masyarakat terhadap pelayanan
administras Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Kantor Kecamatan Alla
Kabupaten Enrekang telah berjalan dengan baik. Perseps ini didasarkan pada beberapa
komponen standar pelayanan adminisires yang telah dipenuhi dan dijalankan sesuai
aturan yang berlaku dalam pengurusan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-
KTP) Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Komponen tersebut meliputi
persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, fasilitas, kompetens pelaksana,
jumlah pelaksana, dan jaminan pelayanan.

Kata Kunci: Pelayanan Administras
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BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari
sentralistisasi ke desentralisasi  yaitu pemerintahan yang terpusat menuju
pemerintahan daerah, harus disikapi dengan mengubah manajemen pemerintahan
daerah. Pelaksanaan pemerintahan secara desentralisasi (daerah) adalah bentuk
mangjemen untuk mengatur segala kepentingan-kepentingan wilayah secara
menyeluruh.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kushandajani (2011) bahwa dari sisi
mangjemen publik, juga terjadi perubahan nilai yang semula menganut proses
mangjemen yang berorientas kepada kepentingan internal  organisasi
pemerintahan ke kepentingan eksternal disertai dengan peningkatan pelayanan
dan pendelegasian sebagian tugas pelayanan publik dari pemerintah ke
masyarakat ataupun pasar. Fungs utama pemerintah daerah adalah penyediaan
pelayanan publik bagi masyarakat daerah bersangkutan, oleh sebab itu
optimalisas pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama
pemerintah daerah agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi
masyarakat, pemberian pelayanan publik merupakan salah satu agenda
pembangunan bagi pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam mewujudkan
tujuan negara, bangsa, dan masyarakat yaitu mencapal kesejahteraan rakyat dan

pemberian pelayanan tidak sekedar sebaga upaya untuk menggugurkan



tanggungjawabnya sebagai abdi negara sehingga kepuasan publik akan sedikit
terabaikan akan tetapi, pelayanan harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan
masyarakat sehingga aspek kualitas tidak dapat diabaikan.

Pemerintah daerah pada dasarnya merupakan sarana bagi warga
masyarakat daerah untuk dapat mencapai kesejahteraan hidup. Pemerintahan yang
baik akan terus memperkuat legitimasinya dengan cara memberi inspirasi kepada
rakyat tentang bagaimana mengegjar kemajuan, memberi pelayanan yang adil,
menyelesaikan konflik kepentingan yang besar serta memberi arahan mengenai
cara terbaik untuk mempercepal terwujudnya hargpan  masyarakat akan
kesgjahteraan sosial ekonomi.

Dengan semakin berkembangnya eksistenss pelayanan pemerintah,
muncul pula berbagai masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat
seperti pelayanan administrasi kependudukan kartu tanda penduduk. Informasi
yang ditemukan secara langsung dan melalui media masa kadangkala
mengungkapkan berbagai kelemahan pelayanan pemerintah yang mencerminkan
ketidakpuasan masyarakat.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai
bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi
Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal
tetap yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin,
diharapkan kepada warga masyarakat untuk memiliki kesadarannya dalam

pembuatan e-KTP ini yaitu dengan cara memenuhi panggilan dan datang ke



tempat pembuatan e-K TP tersebut tanpa harus disuruh. Hal ini merupakan sebuah
perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, perubahan tidak dapat dihindari,
namun perubahan ini harus dihadapi untuk dibuat menjadi sesuatu yang berarti.
Saat ini perekaman database masyarakat telah menggunakan perlengkapan
informasi teknologi dan komunikasi yang handal, cepat serta didukung sumber
daya manusia yang sesuai, semakin memaknai, bahwa perubahan ini harus
diteruskan. e-KTP membawa perubahan perbaikan buat diri, masyarakat bahkan
Negara kita. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pelayanan e-
KTP yang diterima oleh masyarakat di Kantor Kecamatan Allah Kabupaten
Enrekang

Program eKTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP
konvensional/nasional di Indonesia “'yang memungkinkan seseorang dapat
memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu
yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi
peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan
manggandakan KTP-nya. Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan
pemerintahan elektronik serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan
suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu

Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

E-KTP merupakan hal yang baru bagi penduduk Indonesia, meskipun
pelaksanaaan secara konvensiona telah berlangsung sgjak lama. Kebijakan yang

baru tentu harus disebar luaskan secara efektif, agar mendapat respon yang baik



dari masyarakat. Media massa memang berperan dalam penyebarluasan informasi
e-KTP ini, namun tentu sgja dalam konten yang sangat terbatas, karena perlu
disadari bahwa orientasi komersial media massa akan lebih di depan dari pada
kepentingan pemahaman masyarakat terhadap e-KTP. Oleh karena itu, tentu sgja
infformasi yang diberitakan adalah e-KTP dalam format informasi yang lebih
bersifat umum, tidak sampai yang bersifat teknis yang perlu dipahami masyarakat
dalam pelaksanaan program e-KTP.Kepentingan utama adalah pada pihak
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagal unsur pendukungnya.Esensi dari e
KTP merupakan salah satu bentuk identitas yang terprogram secara online dan
sangat membantu  untuk proses pengungkapan suatu tindak kejahatan, dengan
mendapat petunjuk secara online melalui registrasi nomor identitas kependudukan
(NIK), di mana pertama ada kode kabupaten/kota, tanggal lahir dan nomor
adinya. Jika kita masukkan nomor tersebut tentu dapat mempermudah untuk
melacak seseorang yang berkaitan langsung aktivitas kejahatan, terutama saat ini
sering terjadi.nya berbaga jaringan, seperti trans national crime atau jaringan

kejahatan nasiona (Ade Hasan Ashari 2015).

Maka dengan adanya e-KTP itu dapat membantu dalam mengungkapkan
suatu kasus. Penting e-KTP yang saat ini sedang diprogram pemerintah, dengan
tujuan untuk mengakuratkan data statistik kependudukan sehingga tidak terkesan
adanya kepemilikan identitas ganda. Kedua, dapat membantu warga dalam
berbagal urusan yang lain, danmembantu  untuk proses pengungkapan suatu
tindak kejahatan, dengan mendapat petunjuk secara online melalui registras

nomor identitas kependudukan (NIK), hal ini tentu banyak manfaatnya.



Ada beberapa penelitian yang menyorot tentang pelayanan e-KTP di
masyarakat seperti yang dilakukan oleh Fahruradi dkk, (2013) yaitu “ pelayanan
e-KTP di Kantor Camat Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi evaluasi
Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penarapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional)” dalam penelitian ini
menjelaskan tentang tujuan dari pendlitian ini adalah untuk mendiskripsikan
evaluas kebijakan pelayanan e-KTP di Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten
Kutai Kartanegara dan faktor-faktor yang mempengaruhi. pelayanan e-KTP di
Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Indikator dalam
mengukur nilai-nilai budaya kerja pegawai respon siveness/ketang gapan, yaitu
kemauan atau kesigpan para pegawai untuk memberikan pelayanan yang
dibutuhkan oleh mesyarakat; Reliability,. yaitu kemampuan untuk memberikan
pelayanan yang dijanjikan dengan tepat (accurately) dan kemampuan untuk
dipercaya (dependably) terutama memberikan jasa secara tepat waktu (ontime);
Competence, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat
memberikan pelayanan tertentu; Assurance, yaitu meliputi pengetahuan,
kemampuan, keramahan, sopan, dan sifat dapat dipercaya, Emphaty, adalah
keseriusan dan ketulusan dalam melayani masyarakat, sikap tegas tapi penuh
perhatian terhadap masyarakat, sikap tegas tapi penuh perhatian terhadap
masyarakat, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan komunikasi yang
baik dan memehami kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan berkaitan

dengan Pelayanan e-KTP di Kantor Camat Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara



dilaksanakan sudah cukup baik terutama berkaitan untuk memberikan pelayanan
yang dijanjikan dengan tepat, kesiapan para pegawa untuk memberikan
pelayanan, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat
memberikan pelayanan dan tegas tapi penuh perhatian terhadap masyarakat.

Selanjutnya ada pula penelitian tentang “Indeks kepuasan masyarakat pada
pelayanan Kantor Kecamatan di Surakarta, Indonesia” yang dilakukan oleh
Wijayanti Setyo Utami, Suryanto (2013). Dalam penelitian ini menjelaskan
bagaimana layanan indeks kepuasan pelayanan masyarakat dan untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat di Kantor Kota
Surakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara dan
observas langsung dengan jumlah 150 responden. Variabel yang digunakan
dalam studi ini meliputi kepuasan masyarakat, nyata, reliabilitas, responsf,
jaminan dan kepastian, serta empati. ‘Metode Orninary Least Square (OLS)
digunakan untuk menganalisis regresi linear berganda. Hasil studi ini menunjukan
bahwa lima variabel independen, yaitu nyata, reliabilitas, responsif, jaminan dan
kepastian, serta empati berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen adalah
kepuasan. Masyarakat menilai bahwa pelayanan publik di jagjaran Kota telah baik.
Namun, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di
jgaran layanan kantor karena pelayanan yang baik diikuti dengan peningkatan
kepuasan masyarakat.

Kemudian ada pula penelitian tentang “Analisis pengaruh kualitas
pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat” yang dilakukan oleh Fahmi

Rezha dkk (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas



pelayan e-KTP terhadap kepuasan masyarakat di Depok dan untuk menentukan
sub variabel dan kualitas pelayanan yang paling berpengaruh terhadap kepuasan
masyarakat. Sampel yang diambil adalah 100 orang dari seluruh populasi ini
1.020.002 orang dengan rumus Slovin. Hasil penelitian menunjukan bahwa
kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dalam kepuasan masyarakat yang
menerima pelayanan perekaman data e-KTP di Depok dapat dipengaruhi oleh
beberapa subvariabel seperti buku fisik, reliabilitas, daya tanggap, jaminan empati
dan sisanya 24, 2% adalah dipengaruhi oleh veriabel independen lain yang belum
yang ditunjukan dalam penelitian ini, yang paling berpengaruh dalam memuaskan
masyarakat yang menerima layanan perekaman data e-KTP adalah reliabilitas
dengan koefisien regresi sebesar 0,867.

Dari ketiga penelitian tersebut yang menjadi pembeda dalam penelitian ini
yaitu peneliti menyorot bagaimana perseps masyarakat terhadap pelayanan e-
KTP yang dilakukan oleh para pegawa dalam memberikan pelayanan, serta
tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan dan upaya efektif
dalam pemberian pelayanan yang dilakukan oleh pegawai kantor Kecamatan Alla
Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Alla yang terdiri atas 21
Desa, 74 Dusun, 154 RK, dengan jumlah Penduduk 25.590 jiwa yang teridiri dari
laki-laki 13.031 jiwa, Perempuan 12.559 jiwa dengan KK 6.249. lbukota
kecamatan terdapat sebagian kecil yang bisa mempunya e-KTP oleh karena
kurangnya sosialisas terhadap masyarakat setempat, perkiraan sekitar 19. 125

yang menggunakan e-KTP.



Menurut observasi awa peneliti ketika pengurusan e-KTP pada saat itu
tepat pada tahun 2012 di kantor camat Alla, masyarakat kurang mengetahui
persyaratan pembuatan e-KTP oleh karena tidak ada sosialisasi dari pihak
pegawai di kantor tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat banyak yang tidak
memiliki e-KTP pada saat itu, hingga saat ini pelayanan e-KTP belum bisa
dikatakan bagus, karena masih banyak masyarakat yang bingung dan mengeluh.

Berdasarkan uraian uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul* Pelayanan Administrasi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (E-KTP) di KantorKecamatan Alla Kabupaten Enrekang”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,

maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program E-KTP di
Kecematan Alla ?

2. Bagamana tingkat kepuasan masyarakat perhadap pelayanan Kartu Tanda
Penduduk elektronik (e-KTP) di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang ?

3. Bagaimanakah upaya pelayanan efektif yang dilakukan dalam pelaksanaan
program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Alla

Kabupaten Enrekang ?



C. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan
penilitan, yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana perseps masyarakat terhadap pelaksanaan
programe-KTP di Kecematan Alla.

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang.

3. Untuk mengetahui upaya pelayanan efektif yang dilakukan dalam

pel aksanaan program e-K TP di Kecematan Alla.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penélitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya
pelayanan administratif dalam lingkup instansi pemerintahan.

b. Dapat dijadikan sebagal bahan rujukan bagi peneliti lainnya pada kgjian
yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam
tentang persepsi masyarakat terkait pelayanan administratif dalam lingkup
instans pemerintahan.

c. Hasil dari pendlitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangn teori
dan analisanya untuk kepentingan penelitian dimasa akan datang serta

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.
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2. Praktis

a. Bagi pendliti

Hasil pendliti ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi
masukan, untuk mempersiapkan diri terjun langsung ke dalam dunia
masyarakat. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana Pendidikan Sosiologi.
b. Bagi pendliti lainnya

Dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan dan melakukan
aktivitas pendlitian seputar pelayanan administrasi  disebuah instansi
pemerintah.
c. Bagi instansi pemerintah

Untuk senantiasa memberikan peningkatan pelayanan administrasi
demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara maksimal dan efektif,
berdasarkan pedoman dan aturan yang tel ah ditetapkan.
d. Bagi kecematan Alla Kabupaten Enrekang

Dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penilaian terhadap kinerja
pemerintah, khususnya dalam hal pelagyanan administrasi  ditingkat
Kecamatan atau sebaga bahan masukan dan pertimbangan dalam
pel aksanaan pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan agar |ebih

baik lagi.



11

e. Bagi mahasiswa
Penelitian ini dapat menjadi referensi kajian dalam penyususan skripsi atau
tugas-tugas perkuliahan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap

pelayanan administrasi disebuah instansi pemerintahan.

E. Definis Operasional

1. Pelayanan adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat akan tetapi dapat dirasakan
dimana melibatkan usaha-usaha manusia

2. Administrasi yaitu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat,
ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

3. E-KTP yaitu dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan yang

wajib dimiliki oleh setiap orang yang umurnya diatas 17 tahun.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Pd ayanan Administrasi
1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan dapat diartikan sebagal aktivitas yang diberikan untuk
membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu
pihak ke pihak lain. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan,
karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan,
meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat (Hardiyansah dalam
Candra Nain Hapantenda dkk, 2007). Pelayanan merupakan pengabdian serta
pelayanan kepada masyarakat, usaha yang dijalankan dengan memegang teguh
syarat efisiensi, efektifitas, serta mang emen yang baik dan memuaskan.

Sebagaimana yang dikemukakan pula oleh Sinambela dalan Muhammad
Ramli (2014:64) bahwa pelayanan adalah “setiap kegiatan yang menguntungkan
dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah aktivitas
yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan

yang menggunakan peral atan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.
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2. Pengertian Publik

Menurut Sinambella dalam Candra Nain Hapantenda dkk, (2007) “kata
publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik
yang berarti umum, orang banyak, ramai”. Sementara istilah publik menurut
Muhammad Ramli (2014:51) berasal dari bahasa inggris publik yang berarti
umum, masyarakat, negara. Jadi, Publik merupakan sgumlah manusia yang
mempunyai pandangan berfikir yang sama dan harapan yang sama, maksudnya
setigp orang mempunyal pandangan yang sama terhadap suatu hal yang bersifat
umum. Sedangkan menurut Dwiyanto dalam Yunita Kundiman (2015) publik
yaitu sgjumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan,
sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang
mereka miliki.

Sehingga publik dapat diartikan sebagal sejumlah manusia yang memiliki
kepentingan dan harapan sama, yaitu kepentingan yang berhubungan dengan
orang banyak, untuk mewujudkan tujuan negara, bangsa, dan masyarakat demi

mencapal kesejahteraan rakyat.

3. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

atau pelayanan admistrasi yang disediakanoleh penyel enggara pelayanan publik.



Pelayanan pablik diartkan pemberian pelayanan (melayani) keperluan
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi tertentu
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapakn (Litjan Poltak
Sinambela dalam Y ohanes Heldidores, 2015). Sedangkan Agus Dwiyanto dalam
Sri Susanti (2014) memberikan pengertian tentang pelayanan publik adalah
Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi
kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga
negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda
Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin
usaha, 1zin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin mengambil air
tanah, berlangganan air minum, listrik dan sebagainya.

Sehingga pelayanan publik diartikan sebagai bentuk jasa pelayanan baik
dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung
jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di daerah.

Menurut Sinambela dalam Candra Nain Hapantenda (2007) Pelayanan
Publik adalah sebaga proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain
secaralangsung. Adaterdapat limaindikator pelayanan publik menurut Sinambela
dalam Didik Fatkhar Rahman dkk, (2014) sebagai berikut:

1) Reability (handal) yaitu suatu pelayanan yang baik ditandai dengan adanya
pemberian yang tepat dan benar.
2) Tangibles (jelas) yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber

dayalainya.



3)

4)

5)

Responsiveness (tanggap) yang di tandai dengan keinginan melayani
konsumen.

Assurance (kepastian) yang ditandai dengan tingkat kemauan untuk etika dan
mora dalam memberikan pelayanan.

Empathy (empati) yang ditandai dengan tingkat kemauan untuk mengetahui
keinginan dan kebutuhan konsumen.

Sedangkan menurut Parasuraman, dalam  Agustin Devita Sari (2010)

indikator penilaian tentang kualitas pelayanan publik yaitu :

(1) Tangibles (bukti langsung) Bukti langsung adalah kemampuan instansi

2

3)

(4)

menunjukkan eksistensinyanpada dunia luar.Bukti langsung dapat berupa
lingkungan fisik, dan keadaan lingkungan sekitar instansi.Hal ini mencakup
fasilitas fisik, teknologi, dan penampilan pegawal.

Reliability (Kehandalan) Kehandalan instans dalam menyediakan layanan
sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercayaKinerja harus sesuai
dengan harapan pelanggan agar tidak menimbulkan kekecewaan. Dimens ini
merupakan yang paling penting karena kehandalan yang dimiliki pegawai
itulah yang berperan sebagai konsumen akan terlayani dengan baik.
Responsiveness (Daya Tanggap) Kemauan untuk melayani pelanggan dengan
cepat dan tepat sehingga tidak akan membiarkan pelanggan tidak terlalu lama
menunggu tanpa alasan yang jelas. Biasanya kemauan ini didasari pada
keikhlasan pegawai dalam menanggapi keinginan pelanggan.

Assurance (jaminan) Jaminan adalah pengetahuan dan kemampuan pegawai

untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada instansi dan pegawai



sehingga pelanggan akan merasa aman.Dimensi ini terdiri dari komunikasi,
kredibilitasi, keamanan, kompetensi, dan sopan santun pegawai. Komunikasi
adalah bagaimana gaya pegawai dalam menyampaikan pesan kepada
pelanggan sehingga tidak akan terjadi kesalapahaman.Kredibilitasi adalah
menyangkut reputasi intans yang bersangkutan, reputasi yang baik akan
memberikan rasa aman kepada pelanggan. Kompetensi adalah kemampuan
pegawai dalam menjalankan tugasnya.Sopan dan santun ialah bagaiman
perilaku pegawai kepada pelanggan apakah sesuai moral atau tidak.

(5) Empathy (Empati) dapat ditujukan dengan memberikan perhatian kepada
pelanggan yang bersifat individual sehingga lebih mengena dan instansi akan
lebih memahami karakteristik pelanggan.

Bedasarkan uraian di atas, dapat diketahua bahwa untuk mengukur
kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya menggunakan satu indikator, tetapi
harus menggunakan beberapa indikator. Kelima dari indikator di atas perlu
diperhatikan dalam pemberian pelayanan publik agar keberhasilan pemerintahan
dalam memenuhi harapan dan kepuasan kepada masyarakat, pelayanan publik
merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan
kemasyarakatan sehingga perlu tercipta suatu pelayanan publik yang berkualitas
dengan mengacu pada 5 indikator dalam mendukung terhadap pelayanan publik.

Menurut Sinambella dalam Muhammad Ramli (2014:66), tujuan
pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, mencapai
kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin adalah sebagai

berikut :



1)

2)

3)

4)

5)

6)

Transparasi yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses
oleh semua pihak yang membutuhkan dan disedikan secara memadai serta
mudah dimengerti;

Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungkawabkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan .

Konisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
efisiensi dan efektifitas.

Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraanpelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi
kebutuhan, dan harapan masyarakat;

Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat
dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan
lain-lain.

Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan
aspek keadilan antara pembeli dan penerima peleyanan publik

Keenam ha ini akan menjadi ukuran keberhasilan dalam mengakses

semua kepentingan publik . Termasuk pelayanan e-KTP di kantor Kecematan Alla

Kabupaten Enrekang, pelayanan publik selalu berubah mengikuti perkembangan

masyarakat karena masyarakat itu bersifat dinamis, daam hal ini pemerintah

harus melakukan negosiasi sehingga pelayanan publik memiliki kualitas yang

sesuai dengan yang diharapkan masyarakatPelayanan yang diberikan oleh

Pemerintah sesungguhnya tidak terlepas dari peran birokrasi serta tidak lepas dari



etika pelayanan birokrat itu sendiri yang mengarah pada tatanan nilai-nila
kemanusiaan itu sendiri.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa,
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. Untuk
mencapal  kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional,
kemudian Lijan Poltak Sinambela dalam Sri Susanti (2014:15) mengemukakan
asas-asas dalam pelayanan publik tercermin dari:

a. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan -sesual- dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. Kondisional
Sesual dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

d. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

e. Kesamanan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama,ras, golongan,

gender dan status ekonomi.



f. Keseimbangan Hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban
masing- masing pihak.

Berdasarkan Kep. MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa
untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa,
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai
berikut:

a) Transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak
yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b) Akuntabilitas,dapat  dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

¢) Kondisional,sesua dengan kondisi -dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektifitas.

d) Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.

€) Kesamaan Hak Tidak Diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

f) Keseimbangan Hak dan Kewajiban,Pemberi dan penerima pelayanan publik
harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pelayanan publik akan berkualias

apabila memenuhi asas-asas diantaranya: transparansi, akuntabilitas, partisipasif,

kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, fasilitas,



ketepatan waktu dan kemudahan agar proses pelayanan publik yang dilaksanakan
sesual dengan asas-asas penyel enggaraan pelayanan publik, asas dalam pelayanan

publik sangat dibutuhkan guna memberikan kepuasan dalam pelayanan publik,

4. Pengertian Adminidtrasi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1, disebutkan
bahwa “administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi = adminisiras  kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.
Administrasi kependudukan merupakan subsistem dari sistem Administras yang
mempunyal peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan
penyelenggaraan administras kependudukan.

Pengertian administrass menurut Hadjon dalam Y unita Kundiman (2015),
secara umum administrasi dirumuskan sebagal “the overall management of control
of an organization (managemen keseluruhankontroldarisebuah organisasi)”. Beda
halnya dengan Sondang Siagian P (2015), “Administasi adalah suatau proses
pel aksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimula sejak adanya dua orang yang
besepakat untuk bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula”.
Bilamana proses itu akan berakhir tidak diketahui bila kedua orang itu akan
memutuskan untuk tidak bekerja samalagi tidak ada yang mengetahui.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dismpulkan bahwa administras
yaitukegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan

kantor dan tata usaha, sebaga keseluruhan proses kerja sama antara dua orang



manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionaitas tententu untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sondang P.Siagian (2015:4) sarana dan prasarana yang
diperlukan dalam suatu proses administrasi tergantung dari berbagai faktor
sebagal berikut :

(1) Jumlah orang yang terlihat dalam prosesitu,

(2) Sifat tujuan yang hendak dicapali,

(3) Ruang lingkup serta aneka ragamnya tugas yang hendak dijankan, dan
(4) Sifat kerjasama yang dapat diciptakan dan dikembangkan.

Dari keempat sarana dan prasarana diatas bahwa pencapaian tujuan akan
lebih efisien apabila semua orang yang terlibat mau bekerja sama satu sama lain.

Administrasi kependudukan dalam pasal 1 UU No. 23 tahun 2006 adalah
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data
kependudukan. Kegiatan itu meliputi pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya
untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Redlita dilapangan menunjukkan adanya pelanggaran administrasi
kependudukan yang terlihat di - Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang terlihat
dengan adanya sebagian masyarakat yang tidak memiliki KTP dan merupakan
bentuk indikasi penyimpangan terhadap ketententuan ketentuan-ketentuan berikut.

Pasal 63 UU No 23 tahun 2006 menyatakan :



(1) Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang mempunyai izin
tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau
pernah kawin wajib memiliki KTP.

(2) Orang asing yang mengikuti status orang tuannya yang memiliki izin tinggal
tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara
nasional.

(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada instansi
pel aksana apabila masa berlakunya telah berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya
diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pelaksanaan admnistrasi  kependudukan (KTP) di Kecamatan Alla,
Kabupaten Enrekang berpedoman pada UU No. 23 tahun 2006, administrasi
kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan
data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pecatatan sipil, pengelolaan
informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain.

5. Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagal pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewagjiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan

yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau.



Menurut Kompas, 2 Desember 2003 dalam Kushandgjani ( 2011) Ada

empat macam pelayanan yang diutamakan dalam bulan pelayanan publik

nantinya, yaitu :

1)
2)
3)

4)

Menyangkut pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB)
Izin gangguan (HO)

Kartu tanda penduduk (KTP)

Pengurusan kelaikankendaraan (Kir).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan

Publik, setigp standar pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan beberapa

komponen sekurang-kurangnya melipuiti:

1)

2)

3)

4)

5)

Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, balk persyaratan teknis maupun
administratif.

Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan
bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyel esaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Biayaltarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyel enggara dan masyarakat.
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang
diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan

fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.



6) Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pel aksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7) Jumlah pelaksana, adalahtersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.
Informasi mengenai komposis atau jumlah petugas yang mel aksanakan tugas
sesuai pembagian dan uraian tugasnya.

8) Jaminan pelayanan, adalahmemberikan kepastian pelayanan dilaksanakan

sesual dengan standar pelayanan.

Dengan adanya pemberlakuan Standar Pelayanan Minima (SPM) untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus akan terjadi
pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar
daerah, maka optimalisasi pelayanan publik yang efisen dan efektif menjadi
perhatian utama pemerintah daerah agar dapat menygjikan pelayanan publik yang
prima bagi masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu
cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan
publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk

mel akukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

6. Faktor Sarana Pelayanan

Menurut Dwiyanto et al ddam Agus Jaya (2016) faktor-faktor yang
mempengaruhi pelayanan antaralain :
1. Faktor interna ialah kewenangan diskresi, sikap yang berorientasi, sistem

intensif, maupun semangat kerja sama.



2. Faktor eksternalnyaialah budaya politik, dinamika dan perkembangan politik,
pengelolaan konflik lokal, kondisi sosial-ekonomi, dan kontrol yang dilakukan
oleh masyarkat dan organisasi LSM (Lembaga Swadaya M asyarakat).

Sedangkan MenyrutH.A.S Moenir dalam Sri Susanti (2014) berpendapat
ada enam faktor pendukung pelayanan, anataralain:

a Faktor kesadaran

Faktor kesadaran ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang yang
merupakan titik temu dari beberapa pertimbangan sehingga diperoleh suatu
keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan jiwa. Dengan adanya
kesadaran akan membawa seseorang kepada kesungguhan dalam melaksanakan
pekerjaan.

b. Faktor aturan

Aturan sebagali perangkat penting dalam segala tindakan pekerjaan
seseorang. Oleh karena itu, setiap aturan secara langsung atau tidak langsung
akan berpengaruh. Dengan adanya aturan ini seseorang akan mempunyai
pertimbangan dalam menentukan langkahnya. Pertimbangan pertama manusia
sebagal subjek aturan ditunjukan oleh hal-hal penting :

1) Kewenangan

2) Pengetahuan dan pengalaman

3) Kemampuan bahasa

4) Pemahaman pelaksanaan

5) Disiplin dalam melaksanakan diantaranya disiplin waktu dan disiplin kerja.



c. Faktor organisasi

Faktor organisasi tidak hanya terdiri dari susunan organisasi tetapi lebih
banyak pada pengaturan mekanisme kerja. Sehingga dalam organisasi perlu
adanya sarana pendukung yaitu sistem, prosedur, dan metode untuk memperlancar
mekanisme kerja.
d. Faktor pendapatan

Faktor pendapatan yang diterima oleh seseorang merupakan imbalan atas
tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan orang lain. Pendapatan dalam bentuk
uang, iuran atau fasilitas dalam jaka waktu tertentu.
e. Faktor kemampuan

Faktor kemampuan merupakan titik ukur untuk mengetahui sejauhnmana
pegawai dapat melakukan suatu pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau
jasa sesual dengan apa yang diharapkan.
f. Faktor sarana pelayanan

Faktor sarana yang dimaksud yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan
kerja dan fasilitas yang berfungsi sebaga aat pendukung utama dalam
mempercepat pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Adapun fungs sarana
pelayanan, antaralain :
1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu
2) Meningkatkan produktivitas baik barang atau jasa
3) Ketetapan susunan yang baik dan terjamin

4) Menimbulkan rasa nayaman bagi orang yang berkepentingan.



5) Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan sehingga

dapat mengurangi sifat emosional.

Faktor tersebut mempunya peranan yang berbeda tetapi saling
mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan

pelayanan secara optimal.

B. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006Candra
Nain Hapantenda,dkk (2007) tentangAdministrasi Kependudukan. Kartu Tanda
Penduduk Elektonik (e-KTP) adalah identitasresmi penduduk sebagai bukti diri
yang ditertibkan oleh instansi pelaksana yang berlakudiseluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik [ndonesia.

Sedangkan Permendagri No. 9 Tahun 2011 dalam Syarif Hidayatulloh
(2015) menjelaskan tentang pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis
Nomor Induk kependudukan secara Nasional dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan
tujuan pemerintahan menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan
kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan
rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis NIK secara nasional.

Ini berarti Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu dokumen
kependudukan yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisk
maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi yang wajib dimiliki oleh
setigp masyarakat guna terciptakan tertib administrasi kependudukan atau Kartu

Tanda Penduduk (KTP).



C. TeoriInteraks Simbolik

Interksi simbolik berfokus kepada interaksi antar manusia dan berusaha
memahami individu menafsirkan bahasa dan perilaku orang lain, bagaimana
orang-orang memberikan makna bagi pemikiran dan tindakan mereka sendiri dan
mengorganisasikan ketika berinteraksi dan bernegoisasi dengan orang lain. Teori
interaksi simbolik yang masih merupakan pendatang baru dalam studi ilmu
komunikasi, yaitu sekitar abad ke-19 yang lalu. Sampai akhirnya teori interaksi
simbolik terus berkembang sampai saat ini dimana secara langsung SI merupakan
cabang sosiologi dari perspektif interaksional (Ardianto. 2008: 40).

Menurut Umiarso dan Elbadiansyah (2014:7) teori ini merupakan hasil
pemikiran George Herbert Meet yang berpandangan bahwa interaks simbolik
berusa untuk memahami perilaku manusia dari sudut pandang sendiri didalam
kontruksi realitas sosialnya atau masyarakat.

Jadi interaksional simbolik adalah suatu bentuk interaksi yang dilakukan
oleh setigp orang yang dimana dalam prosesnya manusia memberikan penafsiran
atau pemaknaan terhadap segala sesuatu baik yang bersifat verbal maupun non
verba dari hasil pengamatan yang dilakukan selama melakukan interaks dengan
orang lain.

Sehingga dalam terminologi yang dipikirkan Turner dalam Damsar (2010)
interaksi ssimbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk
memehami bagaimana manusia,bersama dengan orang lain, menciptakan dunia

simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia.



Menurut Turner dalam Damsar (2010), ada empat asumsi dari teori interaksi
simbolik, yaitu :
a. Manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol
b. Manusia memberikan simbol untuk saling berkomunikasi
c. Manusiaberkomunikasi melalui pengambilan peran
d. Masyarakat terbentk, bertahan, dan berubah berdasarkan kemampuan manusia
untuk berfikir, untuk mendefinisikan , untuk melakukan refleksi diri dan untuk
melakukan evaluasi.

Sama halnya menurut Ardianto (2007) interksi simbolik merupakan
hubungan dengan individu melalui interaksi, interksi simbolik ada karena ide-ide
dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (mind)
mengena diri (self), dan hubungan ditengah interaksi sosial, dan tujuan untuk
memediasi, serta menginterpretasi makna ditengah masyarakat (society) dimana
individu tersebut menetap.

Dari kedua pengertian tersebut interaksi simbolik adalah membentuk
makna bagi perilaku manusia yang di lihat dari pemaknaan yang berasal dari
pikiran, diri pribadi, serta pemaknaan terhadap hal-hal yang ada di tengah
masyarakat, dimana dalam teori interaksi ssmbolik hal ini tidak bisa dilepaskan
dari proses komunikasi yang berlangsung.

Sesuai dengan pemikiran George Herbert Meet, dalam Umiarso dan
Elbadiansyah (2014:7) ada tiga definis yang diuraikan untuk memperjelas

teorinyayaitu :



1. Pikiran (Mind)

Pikiran, yang didefiniskan Mead sebagal proses percakapan seseorang
dengan dirinya sendiri, tidak ditemukan di dalam diri individu, pikiran adalah
fenomena sosial. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosia dan
merupakan bagian integral dari proses sosial. Proses sosial mendahului pikiran,
proses sosial bukanlah produk dari pikiran. Jadi pikiran juga didefinisikan secara
fungsional ketimbang secara substantif. Karakteristik istimewa dari pikiran adalah
kemampuan individu untuk memunculkan dalam dirinya sendiri tidak hanya satu
respon sgja, tetapi juga respon komunitas secara keseluruhan. Itulah yang kita
namakan pikiran.

Melakukan sesuatu berarti memberi respon terorganisir tertentu, dan bila
seseorang mempunyai respon itu dalam dirinya, iamempunyal apa yang kita sebut
pikiran. Dengan demikian pikiran dapat dibedakan dari konsep logis lain seperti
konsep ingatan dalam karya Mead melalui kemampuannya menanggapi
komunitas secara menyeluruh dan mengembangkan tanggapan terorganisir. Mead
juga melihat pikiran secara pragmatis. Y akni, pikiran melibatkan proses berpikir
yang mengarah pada penyel esaian masalah.

2. Diri (SdIf)

Banyak pemikiran Mead pada umumnya, dan khususnya tentang pikiran,
melibatkan gagasannya mengenai konsep diri. Pada dasarnya diri adalah
kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai sebuah objek. Diri adalah
kemampuan khusus untuk menjadi subjek maupun objek. Diri mensyaratkan

proses sosia yakni komunikasi antar manusia. Diri muncul dan berkembang



melalui aktivitas dan antara hubungan sosial. Menurut Mead adalah mustahil
membayangkan diri yang muncul dalam ketiadaan pengalaman sosial. Tetapi,
segera setelah diri berkembang, ada kemungkinan baginya untuk terus ada tanpa
kontak sosial. Diri berhubungan secara diaektis dengan pikiran. Artinya, di satu
pihak Mead menyatakan bahwa tubuh bukanlah diri dan baru akan menjadi diri
bila pikiran telah berkembang. Di lain pihak, diri dan refleksitas adalah penting
bagi perkembangan pikiran. Memang mustahil untuk memisahkan pikiran dan diri
karena diri adalah proses mental. Tetapi, meskipun kita membayangkannya
sebagai proses mental, diri adalah sebuah proses sosid. Dalam pembahasan
Universitas Sumatera Utara mengenai diri, Mead menolak gagasan yang
meletakkannya dalam kesadaran dan sebaliknya meletakkannya dalam
pengalaman sosial dan proses sosial. Dengan cara ini Mead mencoba memberikan
arti behavioristis tentang diri. Diri adalah di mana orang memberikan tanggapan
terhadap apa yang ia tujukan kepada orang lain dan dimana tanggapannya sendiri
menjadi bagian dari tindakannya, di mana ia tidak hanya mendengarkan dirinya
sendiri, tetapi juga merespon dirinya sendiri, berbicara dan menjawab dirinya
sendiri sebagaimana orang lain menjawab kepada dirinya, sehingga kita
mempunyai perilaku di mana individu menjadi objek untuk dirinya sendiri.
Karena itu diri adalah aspek lain dari proses sosia menyeluruh di mana individu
adal ah bagiannya.
1. Masyarakat (Society)

Pada tingkat paling umum, Mead menggunakan istilah masyarakat

(society) yang berarti proses sosia tanpa henti yang mendahului pikiran dan diri.



Masyarakat penting perannya dalam membentuk pikiran dan diri. Di tingkat lain,
menurut Mead, masyarakat mencerminkan sekumpulan tanggapan terorganisir
yang diambil alih oleh individu dalam bentuk “aku” (me). Menurut pengertian
individual ini masyarakat mempengaruhi mereka, memberi mereka kemampuan
melalui  kritik diri, untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Sumbangan
terpenting Mead tentang masyarakat, terletak dalam pemikirannya mengenai
pikiran dan diri. Pada tingkat kemasyarakatan yang lebih khusus, Mead
mempunyai sgjumlah pemikiran tentang pranata sosial (social institutions). Secara
luas, Mead mendefinisikan pranata sebagai “tanggapan bersama dalam
komunitas” atau “kebiasaan hidup komunitas”. Secara lebih khusus, ia
mengatakan bahwa, keseluruhan tindakan komunitas tertuju pada individu
berdasarkan keadaan tertentu menurut cara yang sama, berdasarkan keadaan itu
pula, terdapat respon yang sama dipihak komunitas. Proses ini disebut
“pembentukan pranata”. Pendidikan adalah proses internalisasi kebiasaan bersama
komunitas ke dalam diri aktor. Pendidikan adalah proses yang esensial karena
menurut pandangan Mead, aktor tidak mempunyai diri dan belum menjadi
anggota komunitas sesungguhnya sehingga mereka tidak mampu menanggapi diri
mereka sendiri seperti yang dilakukan komunitas yang lebih luas. Untuk berbuat
demikian, aktor harus menginternalisasikan sikap bersama komunitas.

Namun, Mead dengan hati-hati mengemukakan bahwa pranata tak selalu
menghancurkan individualitas atau melumpuhkan kreativitas. Mead mengakui
adanya pranata sosial yang “menindas, stereotip, ultrakonservatif”” yakni, yang

dengan kekakuan, ketidaklenturan, dan ketidakprogesifannya menghancurkan atau



melenyapkan individualitas. Menurut Mead, pranata sosial seharusnya hanya
menetapkan apa yang sebaiknya dilakukan individu dalam pengertian yang sangat
luas dan umum sgja, dan seharusnya menyediakan ruang yang cukup bagi
individualitas dan kreativitas.

Jadi pada dasarnya teori simbolik adalah sebuah teori yang mempunyai
inti bahwa manusia bertindak berdasarkan atas makna-makna, dimana makna
tersebut didapat dari interaksi dengan orang lain, serta makna-makna itu terus
berkembang pada saat interaks itu berlangsung dimana dalam teori interaksi
simbolik ini tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi yang berlangsung dan
berusaha memahami individu menafsirkan bahasa dan perilaku orang lain,
bagaimana orang-orang memberikan makna bagi pemikiran dan perilaku mereka
sendiri. Proses pemberian arti atau pemaknaan menghasilkan simbol, ketika
tindakan sosia dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka pada saat itu dua anak

manusia menggunakan atau menciptakan simbol.

D. Kerangka Pikir

Pelayanan administrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di
Kecematan Alla yang berperan sebagai pelaksana dalam suatu kegiatan pelayanan
kepada masyarakat, tentu sudah memiliki penilaian atau tanggapan tersendiri
dalam pelaksanaan tugasnya. Kegiatan pelayanan administrasi yang dilakukan
sebagai bagian yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pelayanan perlu
memperhatikan beberapa komponen dan standar pelayanan.

Persepsi masyarakat sebagal salah satu respon atau tanggapan dari

pelayanan administrasi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kecamatan



Alla Kabupaten Enrekang merupakan gambaran bagaimana bentuk pelayanan
yang dilakukan, apakah sudah cukup maksimal, sesuai dengan tujuan pelayanan
yang diharapkan, dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
Publik, setigp standar pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan beberapa
komponen sekurang-kurangnya melipuiti;

1) Persyaratan atau Syarat dokumen,

2) Sistem, mekanisme, dan prosedur,
3) Jangka waktu penyelesaian,

4) Biayaltarif,

5) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas,
6) Kompetensi pelaksana,

7) Jumlah pelaksana, dan

8) Jaminan pelayanan.

Untuk lebih memperjelas komponen-kompenen tersebut di atas, tentang
bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang terhadap
pelayanan administrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, mengetahui tingkat
kepuasan masyarakat dan apakah sudah sesual dengan ketentuan-kententuan yang
diterapakan, maka skema kerangka konseptualnya dapat dilihat dalam gambar

satu (1).
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Pendlitian

Daam penelitian ini, digunakan jenis penelitian kualitatif dengan
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan persepsi
masyarakat terhadap pelayanan administrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(eKTP) pada Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Untuk mengetahui
tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan dan untuk mengetahui

apakah pelayanan yang diberikan di Kantor Kecamatan Alla sudah efektif.

. Lokus Penelitian
Lokas penelitian dilakukan di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

Sulawes Selatan.

. Fokus Pendlitian
Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan pada Bab 1,
maka fokus penelitian ini dideskrpsikan sebagai berikut:
1. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau ha lain) yang harus dipenuhi oleh
masyarakat dalam melakukan pengurusan suatu jenis pelayanan (teknis

maupun administrasi) di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang



2. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan Kantor
Kecamatan Alla yang telah dibakukan bagi penerima pelayanan (masyarakat),
termasuk pengaduan.

3. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan oleh Kantor
Kecamatan Alla untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap
jenis pelayanan kepada masyarakat.

4. Biaya atau tarif, adalah ongkos yang dikenakan Kantor Kecamatan Alla
kepada penerima layanan atau masyarakat dalam mengurus atau memperoleh
pelayanan.

5. Sarana, prasarana, atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang dimiliki
oleh Kantor Kecamatan Alla dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan
kepada masyarakat.

6. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh Kantor
Kecamatan Alla meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan
pengalaman, dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

7. Jumlah pelaksana, adalahtersedianya pelaksana kerja Kantor Kecamatan Alla
berdasarkan pembagian dan wuraian tugasnya masing-masing dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakai.

8. Jaminan pelayanan, adalahmemberikan kepastian pelayanan kepada
masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan yang telah

ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Jadi fokus penelitian penulis iadlah menganalisis bagaimana persepsi

masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah kecamatan dalam pelayanan (e-



KTP), bagaimna tingkat kepuasan yang diterima masayakat, dan juga apakah

pelayanan efektif sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang peneliti gunakan yaitu peneliti sendiri. Untuk
mendukung tercapainya hasil penelitian ini maka peneliti menggunakan aat bantu
berupa :

a. Alat perekam yaitu handpone, instrumen yang berguna untuk mengumpulkan
data dari wawancara yang berguna untuk mengumpulkan data dari
wawancara yang dilakukan.

b. Pedoman wawancara

c. Pendlitian sendiri yaitu, pengumpulan data dengan cara mengaukan atau

terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang ada di lapangan.

E. Jenisdan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu
data yang menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena
yang diamati.

Adapun sumber data yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah subjek
darimanadata dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua
data menurut Burhan Bungindalam Ahmad Arizki Afrizal, (2014) yaitu
a Data Primer

Data primer yaitu data yang diterima langsung dari objek penelitian, dengan

menggunakan instrumen wawancara.



b. Data Sekunder
Data sekeunder yaitu data yang dipeeroleh dari berbaga sumber baik

dokumen yang ada maupun literature yang mendukung.

F. Informan Penelitian

Informan  Penelitian yang dituju daam penelitian ini adalah
individu/masyarakat yang telah atau pernah mendapatkan pelayanan administrasi
Kartu Tanda Penduduk pada Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang,
Operator Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau pegawai di Kantor
Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Penelitian diarahkan untuk mengetahui
persepsi masyarakat terhadap pelayanan administrasi,untuk mengetahui tingkat
kepuasan yang diterima masyrakat dan pelayanan efektif di Kantor Kecamatan
AllaKabupaten Enrekang

Daftar Informan :

NO. NAMA PEKERJAAN UMUR
1 Mustaming Sekertariat Camat 47
2. Suarni URT 43
3. Rahayu Petani 45
4. Hasni URT 40
5. Fitriani PNS 28
6. Nurhaeda PNS 28
7. Abd. Hakim Operator e-KTP 38
8. Rahmaniar Petugas KD 24




0. Ayu Erianti Mahasiswa 23

10. Sulistiawati URT 24

G. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penditian ini

menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun tekni-teknik
yang dugunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Observas

Observas dilakukan untuk melihat secara faktual sasaran teliti. Observasi
yang dimaksudkan adalah mengamati pihak-pihak yang tepat untuk diamati.
Observasi memungkinkan observer untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh
subjek, hidup pada saat ini, menangkap fenomena dari segi perhatian subjek
2.  Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab
antara peneliti dan informan. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan suatu
proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang tepat. Wawancara dilakukan secara
langsung bertatap muka dengan subjek penelitian yaitu masyarakat Kecamatan
Alla. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan
informasi yang sesuai dengan topik yang dibahas. Wawancara dalam penelitian
ini dikombinasikan dengan observasi dan dokumentasi.

Peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian yaitu warga
masyarakat yang telah yang telah mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik di

Kantor Kecamatan Alla, Operator dan Petugas pelayanan umum di Kantor




Kecamatan Allah Kabupaten Enrekan. Jenis wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan
pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap dalam
pengumpulan datanya. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara untuk
mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelayanan administratif Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (e-KTP) Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang,
tingkat kepuasan masyarakat dan pelayanan efektif yang ada di Kantor Kecamatan
AllaKabupaten Enrekang

3. Dokumentasi

Dokumentas merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam
mengumpulkan data. Dokumentasi dilakukan — untuk melengkapi kegiatan
wawancara dan observasi. Dokumentasi -dalam penelitian ini berupa foto/gambar,
dokumen Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang berupa keadaan geografis
di Kecamatan Alla, keadaan penduduk, tugas pokok, dan fungsi, serta program
kegiatan.

4. Partisipatif .

Peneliti  mengamati secara langsung tentang kondisi di lapangan, baik
yang berupa keadaan fisk maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya
penelitian. Peneliti mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena
yang diselidiki. Agar diperoleh data penelitian yang lebih tepat, maka setiap
permasalahan yang berkaitan dengan hasil observas selau dicatat. Sehingga
dalam pengamatan ini peneliti menggunakan aat tulis sebagai alat bantu dalam

pel aksanaan pengamatan.



H. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah
dengan melakukan proses analisis data. Miles and Huberman dalam sugiyono
(2010 : 246-253) membagi langkah-langkah analisis data dalam penelitian

kualitatif berdasarkan tahapan penelitian kualitatif yang meliputi:

1. Reduks Data

Reduksi data vyatu merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola. Hal ini bertujuan
untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap penelitian yang dilakukan.
Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu
dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisa data melalui
reduksi data.
2. Penygjian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disgjikan dalam
bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data merupakan upaya penyusunan
sekumpulan informasi kedalam suatu matriks atau bentuknya yang mudah
dipahami. Langkah ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau sebuah
gambaran berbentuk narasi dari data-data penelitian. Hal ini akan memudahkan
untuk memahami apa yang terjadi serta merencanakan langkah kerja selanjutnya
dari apa yang telah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi



Langkah ini merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya belum
pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek
yang sebelumnya masih bersifat sementara atau remang-remang, sehingga setelah
diteliti menjadi jelas. Dalam hal ini, hasil penelitian didukung oleh data-data yang

lengkap sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel.



Teknik Keabsahan Data
Uji keabsahan data data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility

(internal) dan transferability (eksternal).

a. Creadibility yaitu, penelitian ini menentukan informan berdasarkan kriteria-
kriteria tertentu. Dalam bukunya Sugiono (2012) menjelaskan kredibilitas
data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain
dilakukan dengan :

(1) Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan,
malakukan pengamatan, wawancara lagi sumber data yang pernah ditemui
maupun yang baru. Dengan perpanjangan ini berarti hubungan peneliti dengan
narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab, semakin terbuka,

saling mempercayal sehinggainformas disembunyikan lagi (Sugiono, 2012)

(2) Meningkatkan ketekunan
Meningkatkan ketekukan berarti melakukan pengamatan secara lebih
cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut makakepastian data dan
urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Demikian juga
dengan meningkatkan ketekunan maka penelitidapat memberikan deskripsi data
yang akurat data dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukuan hal
ini, dapat meningkatkan kredibilitas (Sugiono: 2012)

(3) Triangulasi



Menurut Wiliam Wiersma (dalam Sugiono, 2012) triangulasi dalam
pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dariberbagai sumber
dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi
teknik pengumpulan data, dan waktu
b. Transferability (eksternal)

Transferability (eksternal) yaitu, dalam penelitian ini memberikan
ssegala macam informasi yang didapat akan digambarkan sedetail mungkin
dengan memperbanyak kutipan wawancara aslinya sehingga dapat memenuhi
kriteria ini. Sanafiah Faisal (dalam Sugiono, 2012) menjelaskan bahwa bila
pembaca |aporan penelitian memperoleh gambaran yangsedemikian jelasnya,
“semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (transferability)

maka | aporan tersebut memenuhi standar transferability.



BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORISLOKASI PENELITIAN

A. Histori Kabupaten Enrekang

sejak abad XIV, Enrekang disebut “MASSENREMPULU” yang artinya
pinggiran gunung atau menyusur gunung, sedang sebutan Enrekang dari ENDEG
yang artinya Nailk Dari atau Panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan
ENDEKAN. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai Saat
ini bahkan dalam Adminsitrass Pemerintahan telah dikenal dengan nama
“ENREKANG” versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten
Enrekang adalah daerah pegunungan, sudah mendekati kepastian sebab jelas
bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung
menyambung mengambil £ 85 % dari seluruh luas wilayah yang luasnya +
1.786.01 K.

Kabupaten Enrekang adalah sdah satu Daerah Tingkat
[l di provinsi Sulawesi  Selatan, Indonesia Ibu kotakabupatenini  terletak di
KotaEnrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km? dan
berpenduduk sebanyak + 190.579 jiwa. Ditinjau dari segi sosia budaya,
masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut
disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu’) berada di antara
kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Torga. Bahasa daerah yang digunakan di

Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik



yang berbeda di Massenrempulu’, yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa.
Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla, Baraka, Malua, Buntu
Batu, Masdlle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggergja.
Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan
sebagian penduduk di Kecamatan Anggerga. Bahasa Maiwa dituturkan oleh
penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi
sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya
penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu,
sehinggaterjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.

Kabupaten Enrekang terletak antara 3° 14°36” LS dan 119°40°53” BT. Jarak dari
ibukota Provinsi Sulawes Selatan (Makassar) ke kota Enrekang dengan jalan darat
sepanjang 235 Km. Batas-batas daerah Kabupaten Enrekang : Sebelah Utara Kabupaten
Tana Torgja, Sebelah Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebelah Barat Kabupaten
Pinrang, dan Sebelah Timur Kabupaten Luwu dan Sidenreng Rappang. Kabupaten
Enrekang berada di daerah pegunungan, terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit
sambung menyambung, mengambil dari + 85% dari seluruh luas Kabupaten Enrekang
yang luasnya + 1.786,01 Km atau 2,92 dari seluruh luas seluruh propins Sulawes
Selatan, secara administratif terbagi menjadi 9 kecamatan dan 111 Desa.

Hari jadi Enrekang adalah pada tanggal pebruari 1960yang juga menjadi
hari terbentuknya Daerah Kabupaten Enrekang. Pada mula terbentuknya
Kabupaten Enrekang yang telah mengalami beberapa kali pergantian Bupati
sampal sekarang, antaralain:

1. Periode 1960 - 1963 dijabat oleh Andi Babba Mangopo

2. Periode 1963 - 1964 dijabat oleh M. Nur



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Periode 1964 - 1965 dijabat oleh M. Cahtif Lasiny

Periode 1965 - 1969 dijabat oleh Bambang Soetresna

Periode 1969 - 1971 dijabat oleh Abd. Rachman, Ba. dan Wakil Bupati H.
Abd. Manan Mappasanda

Periode 1971 - 1978 dijabat oleh Much. Daud (+ 2 tahun masa non fictive)
Periode 1978 - 1983 dijabat Oleh H. ABDULLAH DOLLAR, BA

Periode 1983 - 1988 dijabat oleh M. Saleh Nurdin Agung

Periode 1988 - 1993 dijabat oleh H. M. Amin Syam

Periode 1993 - 1998 dijabat oleh H. Andi Rachman

Periode 1998 — 6 Oktober 2003 dijabat oleh Drs. H. Igbal Mustafa dan Wakil
Bupati Drs. Zaini Badawing

Periode 2003 — 2008 dijabat oleh Ir. H. La Tinro La Tunrung dan Wakil
Bupati H. Muh. Lody Sindangan, Sh. M.Si

Periode 2008 (Me s/d Oktober 2008) dijabat oleh H. Muh. Lody Sindangan,
Sh. M.Si (Menjabat selama 5 bulan, menggantikan H. La Tinro La Tunrung
yang ikut dalam pencalonan Bupati Periode 2008 - 2013)

Periode 2008 - 2013 dijabat oleh Ir. H. La Tinro La Tunrung dan Wakil
Bupati Drs. Nurhasan.

periode 2013 - 2018 dijabat oleh Drs. H. Muslimin Bando M.Pd dan Wakil
Bupati H. M. Amiruddin S.H. Dilantik oleh Gubernur Provinsi Sulawesi
Selatan Syahrul Yasin Limpo pada tanggal 9 Oktober 2013, di Lapangan

Batili Abu Bakar Lambogo.



Pelantikan Bupati Enrekang yang pertama, yaitu pada tanggal 19 Februari

1960 ditetapkan sebagai hari terbentuknya Daerah Kabupaten Enrekang.

Gambar |. Letak Geografis Enrekang



B. Gambaran Umum L okasi
Kecamatan ALLA yang terdiri atas 1 Kelurahan 21 Desa, 3 Lingkungan,
74 Dusun, 154 RK, dengan jumlah penduduk 25.590 Jiwa yang terdiri dari Laki —
Laki 13.031 Jiwa, Perempuan 12559 Jwa dengan KK 6.249. Ibukota
Kecamatan berkedudukan di baroko Kelurahan BAROKO. Luas Desa, Jarak KM

dan Ketinggian dari Permukaan Laut.

Pendayagunaan aparatur negara/pemerintah secara menyeluruh harus
dilakukan secara bertahap dan berencana dengan penentuan gagasan-gagasan dan
prioritas yang realistis dan menuntut kesungguhan serta tekat aparatur pemerintah
untuk dapat menanggapi peningkatan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan
negara kepadanya Dengan lahirnya undang-undang Nomor.32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, undang-undang Nomor.33 Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, undang-undang
Nomor.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasiona dengan
berbagal produk hukum pelaksanaan lainnya yang terjadi di Indonesia telah
mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan
dari sentralistik kearah desentralisasi yang ditandal dengan pemeberian otonomi
daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemeberian otonomi ini
dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dalam upaya pemeberdayaan
masyarakat (empowering), kedekatan pelayanan serta percepatan pembangunan
khususnya kabupaten/kota dalam kawasan timur Indonesia.
Berkaitan dengan penyediaan dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah adalah kunci keberhasilan dalam



pencapaian tujuan-tujuan pembangunan organisass Kantor Kecamatan ALLA
Kabupaten Enrekang. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa
pembangunan daerah menuju kearah yang tepat sesuai dengan tuntutan internal
dan eksternal, ditunjang oleh potensi sumberdaya yang tersedia. Pembangunan
daerah pada dasarnya merupakan upaya perubahan dalam berbagai bidang dan
aktivitas kehidupam masyarakat menuju kearah pertumbuhan kualitas sumber
daya manusia. Untuk memenuhi hal ini diperlukan perencanaan yang tepat dan
dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat
dipertanggungjawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun aspek akademik.
Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang merupakan kelembagaan daerah
yang mendapat amanat atau mandate untuk melaksanakan fungs pelayanan
public, koordinator pembangunan dalam lingkup kecamatan di Kabupaten
Enrekang. Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbaga dokuman
rencana pembangunan baik jangka panjang (20 tahun) , jangka menengah (5
tahun) maupun perencanaan tahunan daerah. Dalam melaksanakan tugas yang
diemban Kantor Kecamatan BAROKO Kabupaten Enrekang masih perlu
meningkatkan kapasitasnya dalam menangani proses tersebut, agar lebih efektif,
efisien dan berkualitas sesual proses dan  mekanisme yang telah diatur.

Melalui mediaini Kantor Kecamatan ALLA Kabupaten Enrekang berupaya untuk
memeberi informasi kepada masyarakat mengenai segala hal kegiatan dan
pelayanan serta keadaan masyarakat dan potensi yang terdapat di Kecamatan
ALLA sebagai wujub traparass Pemerintahan Kecamatan Maiwa kepada

masyarakatnya.



Adapun batas-batasnya adalah :

Utara : Kecamatan Baroko dan Kabupaten Toragja
Timur : Kecamatan Curio dan Maua

Selatan : Kecamatan Anggeraja dan Malua
Barat : Kecamatan Masalle

Gambar : Il letak geografis Kecamatan Alla



C. Keadaan Demografis
1. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk yang mendiami kecaatan Alla sebagian besar adalah masyarakat
yang mengidentifikasikan diri mereka kedalam masyarakat To Duri
Pertumbuhan penduduk yang ada di kecamatan Alla Kabupaten Enrekang
tergolong tidak terlalu signifikan. Pada tahun 201 ini penduduk yang terdaftar di
Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang adalah sebanyak ..... jiwa.
2. Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk hampir meraia di setiap Desa/Kelurahan baik Desa
Taulo, Desa Kalosi, Desa Bolang, Desa Buntu Sugi. Desa Kambiolangi, Desa
MataAllo.

Tabel proporsi

Proporsi Penduduk Kecamatan Alla Tahun 2017

Nama Desa/K elurahan Rumah Tangga Penduduk

Taulo

Kalosi

Bolang

Kambiolangi

Mata Allo

Buntu Sugi

Jumlah




3. MataPencaharian

Mata pencaharian adalah salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan
tugas-tugas individu, baik tugas kepada Sesama manusia, maupun tugas kepada
Allah SWT. Manusia sebagai mahluk hidup yang mempunyai kebutuhan yang
kompleks pasti membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka
syarat untuk memenuhinya adalah dengan memiliki mata pencaharian. Pada
umumnya penduduk di Kecamatan Alla bermata pencaharian di bidang pertanian,
yaitu bersawah, dan berkebun yang tersebar di setigp Dusun dengan luas lahan

yang berbeda-beda.

Berkat hadirnya tenaga penyuluh dari dinas pertanian, dan ditambah
kemguan teknologi perlahan-lahan sistem pertanian tradisiona mulai
ditinggalkan diganti dengan sistem pertanian yang lebih maju, seperti penentuan
bibit unggul, penggunaan pupuk dan vestisida, serta teknologi pertanian
penunjang lainnya seperti mesin pemotong rumput dan mesin traktor tangan
sehingga menghasilkan panen yang jauh lebih banyak. Kondis wilayah di
Kecamatan Alla yang merupakan wilayah yang produktif merupakan penunjang

untuk pertanian.

Di samping mata pencaharian di bidang Pertanian, sebagian penduduk di
Kecamatan Alla masih memiliki mata pencarian lainnya seperti tukang kayu,
tukang batu, usaha makanan kecil, pedagang, dan sebagian lainnya sebagai

Pegawai Negeri Sipil.



4. Keadaan Pendidikan

Dalam kehidupan ini untuk menunjang agar hidup bisa lebih baik atau
mapan maka salah satu yang dibutuhkan adalah Pendidikan disebabkan karena
pendidikan merupakan suatu hal yang penting, karena sesungguhnya Allah SWT
telah memperingatkan ummat manusia bahwa Allah tidak akan merubah nasib
kaum apabila mereka tidak mau merubah nasib mereka sendiri. Dimana untuk
mengetahui hal-hal di muka bumi ini maka dibutuhkan suatu hal yang mampu
membedakan manusia dengan mahluk hidup lainnya, maka tentu hal ini adalah

melalui pendidikan.

Di era yang modern ini untuk menguasai suatu teknologi, sebagai
penunjang dalam mengembangkan diri, seluruh lapisan Masyarakat di Kecamatan
Alla percaya bahwa hanya dengan memiliki ilmu pengetahuan maka mereka dapat
meraih itu semua, sehingga para orang tua yang ada di daerah ini berupaya untuk
menyekolahkan anak-anak mereka setinggi-tingginya, dengan harapan lewat

pendidikan mereka dapat merubah keadaan keluarga.

Untuk partisipasi warga terhadap pendidikan dapat dikatakan cukup
menggembirakan, dengan melihat jenis dan berbagai jenis sekolah yang ada di
wilayah ini, mulai dari play group sampai dengan Sekolah Menengah Atas atau
sedergjat. Sehingga dengan melihat keberadaan sarana pendidikan ini, cukup
memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap

pendidikan.



5. Agama

Wilayah kabupaten Enrekang merupakan wilayah yang dari dulu terkenal
sebagai daerah yang cukup religius.agam atau kepercayaan yang di anut penduduk
Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang mayoritas agamanya adalah islam, adapun
agama lainnya misalkan kristen hanya di anut oleh para penduduk pendatang yang
tugaskan bekerja Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang sebagai sarana dalam
mel akukan ibadah.
6. Saranadan Prasarana

Kondis sarana dan prasarana umum Desa Salukanan secara garis besar

adalah sebagai berikut:

Sarana dan prasarana merupakan penunjang proses kegiatan sosial
ekonomi maupun kegiatan kebudayaan dalam masyarakat, maka keberadaannya
sangat penting untuk aktifitas masyarakat di Desa Salukanan, ada beberapa sarana
penting yang menjadi penunjang proses sosial budaya dan ekonomi.

7.  SaranaKesehatan

Demi terwujudnya masyarakat yang sehat, di dalam suatu masyarakat
harus ada sarana dan prasarana kesehatan, hal ini pun sgjaan dengan program
pemerintah dalam mencetak generas yang unggul, penyediaan sarana dan
prasarana kesehatan di Kecamatan Alla sangatlah penting untuk dipenuhi dan
ditingkatkan kwalitasnya agar semua pengguna jasa dapat merasa nyaman dengan

adanya puskesmas.



BAB V

Persepsi Masyarakat Tentang Pelayanan Administrasi Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (E-Ktp) Di Kantor Kecamatan Alla

Kabupaten Enrekang

A. Hasl Penelitian

Pada pendlitian ini akan diuraikan hasil penelitian yang berupa hasil dari
wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa sumber yang telah
menguraikan tentang beberapa hal yang dianggap perlu dan berhubungan dengan

penelitian.

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Bapak Camat Alla bahwa
prosedur pembuatan e-KTP sudah dijalankan dengan baik, karena sudah
mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan yaitu membawa undangan
dari Kecamatan, membawa fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu
Tanda Penduduk), dan melanjutkan perekaman e-KTP yang dimana akan
mengikuti nomor urut yang sudah ditentukan dan menunggu pemangilan
dari pegawai, sehingga prosedur pelayanan dalam pembuatan e-KTP saat
ini sudah berjalan dengan baik.

Ha yang senada diungkapkan oleh Bapak MS Selaku Sekretaris

Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa :

“Kalau menurut saya produk pelayanan publik bidang administrasi
kependudukan  dan prosedur pelayanan publik bidang administrasi
kependudukan di Kecamatan Alla yaitu pelayanan yang berupa dokumen
kependudukan : KTP, rekomendasi masuk penduduk, pindah penduduk,
dispensas pernikahan, dil. Terkait dengan prosedur pelayanan publik
bidang administrasi kependudukan saya rasa cukup mudah asal masyarakat
membawa syarat-syarat yang dibutuhkan saat akan melaksanakan
pelayanan. Namun masih ada juga masyarakat yang belum paham dengan
prosedurnya sehingga masih banyak yang datang dengan tidak membawa



persyaratan yang lengkap sehingga masyarakat harus melengkapi
syaratnya kembali. Mengenai dengan metode yang digunakan untuk
mencapai pelayanan yang diinginkan adalah dengan berpegang pada
prinsip-prinsip yaitu bagaimana kita bekerja secara maksimal dan
bagaimana kita mengontrol anggota dalam. Untuk mencapai konsep yang
sesual yang di inginkan kita perlu mengadakan pertemuan agar petugas
dapat berinteraksi dengan baik, begitupula dengan masyarakatnya.

Dari hasil wawancara diatas tersebut dapat dikatakan bahwa prosedur pelayanan

publik bidang administrasi kependudukan khususya dalam pelayanan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (E.KTP) sudah sesuia dengan prosedur yang sudah ada.
Seperti yang dikemukan oleh Ibu RH (masyarakat) mengatakan bahawa

“dalam memberikan pelayanan pegawa sudah sesuai dengan prosedur
yang sudah ada ditetapkan. Apabila ada masyrakat yang kebingugan atau
tidak mengerti dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk petugas
pelayanan membantu menjelaskan kesulitan atau kebingungan masyarakat
sehingga paham betul dan menjelaskan persyaratan apa sgja yang kurang
dan persyaratan apa yang harus dilengkapi”

Hal senada di ungkapkan oleh Ibu ST mengatakan bahwa

“konsep pelayanan KTP yang diberikan oleh pihak pegawai, Menurut saya
konsep pelayanan e-KTP oleh pihak pegawal sangatlah membantu untuk
pengenalan diri, mengurus perizinan dan mengurus surat-surat penting,
dan prosedur yang diberikan sudah sesuai yang ditetapakan”.

Dari hasil wawancara tersebut hasil wawancara menunjukan bahwa
kesulitan dan ketidakpahaman masyarakat akan persyaratan dan mekanisme
pembuatan e-KTP dapat langsung ditanyakan kepada petugas pelayanan umum.
Petugas pelayanan umum di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang
mempunyai peranan yang cukup penting terhadap pelaksanaan pembuatan e-KTP,
dikarenakan melalui petugas pelayanan umum pelaksanaan pembuatan e-KTP
akan terlaksana dengan baik karena informasinya jelas dan sangat membantu

masyarakat agar tidak menjadi bingung.



B. Penjabaran Hasil Pendlitian

Berdasarkan hasil analisa peneliti bahwa Paglayanan di Kantor Camat Alla
sudah memiliki konsep-konsep pelayanan baik/pelayanan prima karena petugas
malayani masyarakat dengan senang hati, interaksi antara masyarakat dengan
petugas terjalin baik. Usaha untuk meningkatkan pelayanan yang prima dan
maksimal, sudah dilakukan oleh aparatur Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang
yaitu dengan memenuhi apa sga kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat dalam proses pembuatan e-KTP. Khusus kaitannya dengan kebijakan
e-KTP sendiri aparatur Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dituntut untuk
mampu mengatas permasalahan yang kadang muncul dilapangan, baik itu
masalah teknis ataupun hal non teknis yang berhubungan dengan pelayanan

perekaman e-KTP.

Kegelasan informasi berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa
kesulitan dan ketidakpahaman masyarakat akan persyaratan dan mekanisme
pembuatan e-KTP dapat langsung ditanyakan kepada petugas pelayanan umum.
Petugas pelayanan umum di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang
mempunyai peranan yang cukup penting terhadap pelaksanaan pembuatan e-KTP,
dikarenakan melalui petugas pelayanan umum pelaksanaan pembuatan e-KTP
akan terlaksana dengan baik karena informasinya jelas dan sangat membantu

masyarakat agar tidak menjadi bingung.

Daam pemberian pelayanan prosedur yang ada dibuat sesederhan
mungkin. Kesederhanaan yang dimaksud di sini yaitu bahwa prosedur atau tata

cara pelayanan yang ada diselengarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak



berbelit-belit mudah dipahami dan mudah di laksanakan oleh masyarakat yang
menerima pelayanan prosedur tidak di maksud untuk mempersulit atau bahkan
menghambat pelaksanakan pelayanan. Prosedur yang sederhana tentunya akan
mempermudah segala kegiatan pelaksanaan pelayanan guna mencapai tujuan

tercapainya yang prima untuk masyarakat yang ada

Adanya prosedur pelayanan yang baik akan memberikan peningkatana
dalam pelayanan yang bisa di rasakan oleh masyarakat secara langsung, sehingga
masyarakat yang ada tidak merasa pusing terhadap pelayanan yang dilakukan oleh
kecamatan yang ada. Jadi dalam hal ini penulis ingin melihat persepsi masyarakat
terhadap pelayanan pembuatan e-KTP yang di ambil prosedur pelayanan e-KTP,

yang ada di kantor Camat Alla Kabupaten Enrekang.

Prosedur pelayanan pembuaian e-KTP, sudah berjalan dengan baik, di
mana masyarakat mendapatkan undangan dari kecamatan untuk melakukan
perekaman e-KTP dan juga masyarakat mendapatkan nomor antrian untuk
menunggu pemanggilan dari pegawal Kecamatan dan selanjutnya akan melakukan
perekaman e-KTP.Kualitas pelayanan pembuatan e-KTP sudah berjalan dengan
baik di lihat dari kemampuan pegawa dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam proses perekaman e-KTP, dan juga di lihat dari kergiinan
pegawai datang ke kantor dengan tepat waktu untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang ingin merekam e-KTP. Waktu penyelesaian perekaman
e-KTP belum berjalan dengan baik di lihat dari tidak adanya target waktu yang di
lakukan oleh camat Alla, dan juga masih banyaknya masyarakat yang belum

melakukan perekaman e-KTP.



C. Kaitanyadengan Teori
Menurut Blumer Soelaeman (2011:55) interaksi simbolik bertumpu pada
tigapremis:
1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada
pada sesuatu itu bagi mereka
2. Makna tersebut berasal dari “interaksi social” seseprang dengan orang
lain
3. Makna-makna tersebut dimodifikas (disempurnakan) melalui suatu proses
penafsiran oleh individu dalam keterkaitannya dengan simbol-simbol yang

yang dihadapi

Berdasarkan teori ini dapat dikaitkan dengan sikap pegawai dalam
melakukan pelayana kepada masyarakat dalam proses pembuatan Kartu Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang bahwa masyarakat bertindak berdasarkan makna dan simbol-simbol
yang ada, makna dan ssimbol-simbol ini dapat berupa sikap-sikap para petugas
pelayanan administras dan bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan, sikap-
sikap tersebut kemudian di interprestasikan dari hasil interaksi ini, ha inilah

yang membuat masyarakat menanggapi, berpendapat dan bertindak.



BABV
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI KANTOR

KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG

A. Prosedur Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektroik
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Gambar V.1 Prosedur Pelayanan eeKTP Kecamatan Alla

Mekanisme atau prosedur pelayanan administrasi pengurusan e-KTP,

sesual dengan aturan yang berlaku. Pengamatan yang peneliti lakukan terkait
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prosedur pengurusan pelayanan e-KTP meliputi kelengkapan persyaratan dalam
pengurusan Kartu Tanda Penduduk proses pelayanan pembuatan e-KTP, dengan

melampirkan seluruh berkas syarat yang dibutuhkan.

B. Masyarakat puas terhadap Pelayanan Administras yang di berikan di
Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

Pada penelitian ini akan diuraikan hasil penelitian yang berupa hasil dari
wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa sumber yang telah
menguraikan tentang beberapa hal yang dianggap perlu dan berhubungan dengan
penelitian.Berdasarkan instrumen penelitian yang peneliti lakukan kepada
informan, baik berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, Partisifetif maka
hasil penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Bapak Camat Alla bahwa rosedur
pembuatan e-KTP sudah dijalankan dengan baik, karena sudah mengikuti
aturan-aturan yang sudah ditentukan yaitu panggilan dari Kecamatan,
membawa fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda
Penduduk), dan melanjutkan perekaman e-KTP yang dimana akan
mengikuti nomor urut yang sudah ditentukan dan menunggu pemangilan
dari pegawai, sehingga prosedur pelayanan dalam pembuatan e-KTP saat
ini sudah berjalan dengan baik.

Ha yang senada diungkapkan oleh Bapak MS Selaku Sekretaris
Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa :

“Kalau menurut saya produk pelayanan publik bidang administrasi
kependudukan di Kecamatan Alla yaitu pelayanan yang berupa dokumen
kependudukan : KTP, rekomendasi masuk penduduk, pindah penduduk,
dispensasi pernikahan, dil. Terkait dengan prosedur pelayanan publik
bidang administrasi kependudukan khususnya pembuatan Kartu Tanda
Penduduk Elekttronik saya rasa cukup mudah asal masyarakat membawa
syarat-syarat yang dibutuhkan saat akan melaksanakan pelayanan.



62

Seperti yang dikemukakann oleh lbu RY (wawancara, 21 Juli, pukul o4.
36)mengatakan bahawa

“dalam memberikan pelayanan pegawa sudah sesuai dengan prosedur
yang sudah ada ditetapkan. Apabila ada masyrakat yang kebingugan atau
tidak mengerti daam pengurusan Kartu Tanda Penduduk petugas
pelayanan membantu menjelaskan  kesulitan atau  kebingungan
masyarakatsehingga paham betul dan menjelaskan persyaratan apa sgja
yang kurang dan persyaratan apa yang harus dilengkapi”

Ha senada di ungkapkan oleh Ibu RH (wawancara, 23 Juli, pukul 10.26)
mengatakan bahwa

“konsep pelayanan KTP yang diberikan oleh pihak pegawai, Menurut saya
konsep pelayanan e-KTP oleh pihak pegawal sangatlah membantu untuk
pengenalan diri, mengurus perizinan dan mengurus surat-surat penting,
dan prosedur yang diberikan sudah sesuai yang ditetapakan”.

Ha senada di ungkapkan oleh lbu ST (wawancara, 22 Juli, pukul 11.37)
mengatakan bahwa

“Menurut saya mengenai dengan prosedur yang diberikan petugas
pelayanan Sudah sesuai prosedur yang ada dan pelayanan yang diberikan
petugas sangat membantu

Dari hasil wawancara tersebut hasil wawancara menunjukan bahwa
kesulitan dan ketidakpahaman masyarakat akan persyaratan dan mekanisme
pembuatan e-KTP dapat langsung ditanyakan kepada petugas pelayanan umum.
Petugas pelayanan umum di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang
mempunyai peranan yang cukup penting terhadap pelaksanaan pembuatan e-KTP,
dikarenakan melalui petugas pelayanan umum pelaksanaan pembuatan e-KTP
akan terlaksana dengan baik karena informasinya jelas dan sangat membantu

masyarakat agar tidak menjadi bingung. prosedur pelayanan publik bidang



63

administrasikependudukan khususya dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (E_KTP) sudah sesuia dengan prosedur yang sudah ada.

“Seperti yang di ungkapkan FT (wawancara, 21 Juli, pukul 12.24)

tindakan pegawai bila ada masyarakat yang kebingungan dalam

pengurusan e-KTP, Petugas membantu/menjelaskan kepada masyarakat
yang kebingungan dalam hal yang diperlukan”

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas kantor Camat Alla sudah
baik karena pelayanan yang diberikan sudah sesual dengan prosedur yang ada
Semua petugas di Kantor Camat Allah ramah dan murah senyum, apalagi
menyangkut dengan sarana dan prasarana khususnya dalam pembuatan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sudah lengkap dari yang sebelumya.

Pelayanan-pelyanan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang antaralain :

a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)
b. Rekomendasi masuk penduduk

c. Pindah penduduk

d. Dispensas pernikahan

e. Surat Tanah, dll

Berdasarkan hasil peneliti saat terlibat langsung dalam proses pembuatan
Kartu Tanda Penduduk Elektonik di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang
pelayanannya sangat bangus karena pada saat itu peneliti tidak mengerti langkah-
langkah dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) petugas

mengarahkan peneliti dan masyarakat yang kebingungan dalam hal berkas,
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kemudian untuk sebagian masyarakat yang telah lanjut usia akan di pandu menuju
ruangan foto.

Berdasarkan hasil analisa peneliti bahwa Paelayanan di Kantor Camat Alla
sudah memiliki konsep-konsep pelayanan baik/pelayanan prima karena petugas
malayani masyarakat dengan senang hati, interaksi antara masyarakat dengan
petugas terjalin baik. Usaha untuk meningkatkan pelayanan yang prima dan
maksimal, sudah dilakukan oleh aparatur Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang
yaitu dengan memenuhi apa sga kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat dalam proses pembuatan e-KTP. Khusus kaitannya dengan kebijakan
e-KTP sendiri aparatur Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dituntut untuk
mampu mengatas permasalahan yang kadang muncul dilapangan, baik itu
masalah teknis ataupun ha non teknis yang berhubungan dengan pelayanan
perekaman e-KTP.

Kgelasan informasi berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa
kesulitan dan ketidakpahaman masyarakat akan persyaratan dan mekanisme
pembuatan e-KTP dapat langsung ditanyakan kepada petugas pelayanan umum.
Petugas pelayanan umum di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang
mempunyai peranan yang cukup penting terhadap pelaksanaan pembuatan e-KTP,
dikarenakan melalui petugas pelayanan umum pelaksanaan pembuatan e-KTP
akan terlaksana dengan baik karena informasinya jelas dan sangat membantu
masyarakat agar tidak menjadi bingung.

Daam pemberian pelayanan prosedur yang ada dibuat sesederhan

mungkin. Kesederhanaan yang dimaksud di sini yaitu bahwa prosedur atau tata
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cara pelayanan yang ada diselengarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak
berbelit-belit mudah dipahami dan mudah di laksanakan oleh masyarakat yang
menerima pelayanan prosedur tidak di maksud untuk mempersulit atau bahkan
menghambat pelaksanakan pelayanan. Prosedur yang sederhana tentunya akan
mempermudah segala kegiatan pelaksanaan pelayanan guna mencapa tujuan
tercapainya yang prima untuk masyarakat yang ada.

Adanya prosedur pelayanan yang baik akan memberikan peningkatana
dalam pelayanan yang bisa di rasakan oleh masyarakat secara langsung, sehingga
masyarakat yang ada tidak merasa pusing terhadap pelayanan yang dilakukan oleh
kecamatan yang ada. Jadi dalam hal ini penulisingin melihat persepsi masyarakat
terhadap pelayanan pembuatan e-KTP yang di ambil prosedur pelayanan e-KTP,
yang ada di kantor Camat Alla K abupaten Enrekang.

Prosedur pelayanan pembuatan e-KTP, sudah berjalan dengan baik, di
mana masyarakat mendapatkan undangan dari kecamatan untuk melakukan
perekaman e-KTP dan juga masyarakat mendapatkan nomor antrian untuk
menunggu pemanggilan dari pegawal Kecamatan dan selanjutnya akan melakukan
perekaman e-KTP.Kualitas pelayanan pembuatan e-KTP sudah berjalan dengan
baik di lihat dari kemampuan pegawa dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam proses perekaman e-KTP, dan juga di lihat dari kergiinan
pegawai datang ke kantor dengan tepat waktu untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang ingin merekam e-KTP. Waktu penyelesaian perekaman

e-KTP belum berjalan dengan baik di lihat dari tidak adanya target waktu yang di
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lakukan oleh camat Alla, dan juga masih banyaknya masyarakat yang belum
mel akukan perekaman e-KTP.
Menurut Blumer Soelaeman (2011:55) interaksi ssmbolik bertumpu pada
tigapremis:
1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada
pada sesuatu itu bagi mereka
2. Makna tersebut berasal dari “interaksi social” seseprang dengan orang
lain
3. Makna-makna tersebut dimodifikas (disempurnakan) melalui suatu proses
penafsiran oleh individu dalam keterkaitannya dengan simbol-simbol yang
yang dihadapi
Berdasarkan teori ini dapat dikaitkan dengan sikap pegawai dalam
melakukan pelayana kepada masyarakat dalam proses pembuatan Kartu Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang bahwa masyarakat bertindak berdasarkan makna dan simbol-simbol
yang ada, makna dan simbol-simbol ini dapat berupa sikap-sikap para petugas
pelayanan administrasi dan bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan, sikap-
sikap tersebut kemudian di interprestasikan dari hasil interaksi ini, ha inilah

yang membuat masyarakat menanggapi, berpendapat dan bertindak.



BAB VII
UPAYA PELAYANAN EFEKTIF YANG DILAKUKAN DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN ALLA
KABUPATEN ENREKANG

A. Upayayang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Program Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang
Prosedur pelayanan pembuatan e-KTP, sudah berjalan dengan baik, di
mana masyarakat mendapatkan undangan dari kecamatan untuk melakukan
perekaman e-KTP dan juga masyarakat mendapatkan nomor antrian untuk
menunggu pemanggilan dari pegawal kecamatan dan selanjutnya akan melakukan
perekaman e-KTP. Kualitas pelayanan pembuatan e-KTP sudah berjalan dengan
baik di lihat dari kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam proses perekaman e-KTP, dan juga di lihat dari kergjinan
pegawai datang ke kantor dengan tepat waktu untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang inggin merekam e-KTP.

B. Pelayanan Efektif di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang
sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
Komponen standar pelayanan administrass adalah acuan dasar yang

digunakan peneliti dalam mengkaji lebih dalam tentang pelayanan administrasi
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Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang,

dikaitkan dengan persepsi masyarakat selaku penerima pelayanan.

Gambar VI1.1 Pelayanan Efektif Kecamatan Alla
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, standar
pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan beberapa komponen sekurang-
kurangnya meliputi ; (1) Persyaratan atau syarat dokumen, (2) Sistem,
mekanisme, dan prosedur, (3) Jangka waktu penyelesaian, (4) Biayaltarif, (5)
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, (6) Kompetensi pelaksana, (7) Jumlah
pel aksana, dan (8) Jaminan pelayanan.

Berdasarkan instrumen penelitian yang peneliti lakukan kepada informan,
baik berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan melakukan analisis

data-data yang diperoleh, maka hasil penelitian sebagai berikut :
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a. Persyaratan (syarat atau dokumen-dokumen) yang harus dipenuhi dalam
pengurusan pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP),
diketahui oleh penerima layanan. Dari observasi yang dilakukan peneliti,
berkas atau dokumen persyaratan yang harus dipenuhi antara lain Surat
Panggilan dari Kecamatan dan foto copy Kartu Keluarga.

Terkait persayaratan (dokumen atau berkas) dalam pengurusan KTP, salah
satu informan bernama SR mengatakan bahwa untuk urus KTP, harus ada
Kartu Keluarga, surat panggilan dari kecamatan. (Wawancara 21 Juli
2017, pukul 09.00).

Hal serupa pun disampaikan oleh informan bernama RH yang mengatakan
bahwa untuk pengurusan KTP, haru dilengkapi dengan Kartu Keluarga
(KK), surat panggilan dari kecamatan, (Wawancara 23 Juli 2017, pukul
10.26).

h. Masyarakat mengetahui dengan baik sistem, mekanisme atau prosedur
pelayanan administrasi pengurusan e-KTP, sesual dengan aturan yang
berlaku. Pengamatan yang peneliti lakukan terkait prosedur pengurusan
pelayanan KTP meliputi kelengkapan persyaratan dalam pengurusan Kartu
Tanda Penduduk proses pelayanan pembuatan KTP, dengan melampirkan
seluruh berkas syarat yang dibutuhkan.

Sdlah satu informan bernama HS mengatakan bahwa mekanisme atau
prosedur dalam pelayanan KTP yaitu pertama, mengambil menunggu
panggilan dari kecamatan serta membawa Kartu Keluarga (KK) dan yang
terakhir ke Kantor Kecamatan (Wawancara 22 Juli 2017, pukul 02.45).

Hal serupa yang dikatakan AY, salah seorang informan juga mengatakan
bahwa mekanismenya yaitu mengambil menunggu panggilan dari
kecamatan serta membawa Kartu Keluarga (KK) dan yang terakhir ke
Kantor Kecamatan (Wawancara 22 Juli 2017, pukul 11.00).

c. Jangkawaktu penyelesaian e-KTP tidak dapat dipastikan, dengan estimasti

5 (lima) hari kerja (berdasarkan peraturan ), dan dua harinya adalah hari
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libur (bukan hari kerja). Waktu penyelesaian tersebut telah dilaksanaan
berdasarkan prosedur yang telah ditentukan, sebagaimana observasi yang
dilakukan peneliti terhadap aturan yang berlaku dan aplikasinya
dilapangan. Selain itu, banyaknya pelayanan dan kemungkinan kendala
sistem jaringan dan teknologi, menjadi perhatian petugas pelayanan dalam
memberikan kepastian waktu penyelesaian e-KTP.

Salah satu informan bernama ST mengaiakan bahwa tentang jangka waktu
penyelesaian e-KTP tidak dapat dipastikan (Wawancara 22 Juli 2017,
pukul 11.37). Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh salah seorang
informan bernama RH yang mengatakan bahwa waktu penyelesaian untuk
KTP adalah tidek dapat dipastikan karena tergantung dari jaringan dan
banyaknya orang yang mengurus saat itu. (Wawancara 23 Juli 2017, pukul
10.26)

. Biaya yang dikenakan kepada penerima layanan dalam pembuatan e-KTP
tidak ada. Observasi yang peneliti |akukan menunjukkan bahwa tidak ada
biaya yang keluar saat pembuatan e-KTP.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh informan bernama AH yang
mengatakan bahwa biaya untuk pembuatan KTP adalah tidak ada
(Wawancara 24 Juli 2017, pukul 11.03). Sama seperti yang dikatakan
sdah seorang informan bernama HS bahwa untuk KTP biayanya
tidak ada yang dibayar (Wawancara 22 Juli 2017, pukul 02.45).

Fasilitas yang terdapai di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten enrekang,
secara umum sudah memadai, dan penerima layanan merasa puas dengan
fasilitas/sarana yang disediakan. Observasi yang peneliti lakukan selama
berada di Kantor Kecamatan Alla pelayanan Kartu Tanda Penduduk
pelayanan yang diberikan oleh pihak petugas Kantor Camat Alla sudah
sesuai dengan prosedur yang sudah ada, sehingga kenyamanan, pelayanan

dapat berjalan dengan lancer dan masyrakat merasa puas.
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Mengena fasilitas di Kantor Kecamatan Tamalete, salah satu informan
bernama NH mengatakan bahwa fasilitas di Kantor Kecamatan Alla
Kabupaten Enrekang cukup lengkap (Wawancara 26 Juli 2017, pukul
14.00). Pendapat lain juga dikemukakan oleh salah satu informan bernama
ST yang menyatakan bahwa fasilitas di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang sudah memadai (Wawancara 22 Juli 2017, pukul 11.37).

Kompetens atau kemampuan pelaksana (petugas pelayanan) dalam

memberikan pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-
KTP), cukup memuaskan. Observasi yang pendliti lakukan dengan
menyimak interaks antara penerima layanan dengan petugas selama
berada di loket pelayanan, telah berjalan lancar dan dapat dipahami oleh
masyarakat. Penilaian ini didasarkan pada tingkat pengetahuan, keahlian,
keterampilan, dan pengalaman para petugas pelayanan yang cukup
memadal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai kompetensi para petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Alla
Kabupaten Enrekang salah satu informan bernama AY mengungkapkan
bahwa kemampuan petugas cukup baik dan pelayanannya juga bagus
(Wawancara 22 Juli 2017, pukul 11.00). Hal senada juga disampaikan oleh
informan bernama RH yang mengaiakan bahwa pelayanan para petugas
sudah baik dan sesuai dengan kemampuan masing-masing (Wawancara
23 Juli 2017, pukul 10.26).

. Hanya ada 4 (empat) orang petugas/pelaksana pelayanan dalam
pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) . Ha ini
didasarkan pada interaksi antara masyarakat dan petugas pelayanan yang
terjadi di loket pelayanan. Dari hasil pengamatan selama berada di ruang
tunggu loket pelayanan, hanya ada 4 (orang) orang yang bertugas
melayani pengurusan administrasi untuk pelayanan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e-KTP), selebihnya berada di ruang operator untuk proses

pembuatan dan pencetakan. Jumlah pelaksana pelayanan untuk
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pengurusan KTP disesuaikan dengan komposisi atau jumlah petugas yang
melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya masing-
masing.

Hal tersebut senada dengan penuturan salah satu informan bernama RH
menyatakan bahwa ada 4 (empat) orang sga yang melayani di loket
pelayanan (Wawancara 23 Juli 2017, pukul 10.26). Pendapat lain juga
dikemukaan oleh salah satu informan bernama HS yang menyatakan tidak
mengatahui berapa jumlah petugas pelayanan empat operator pelayanan
pembuatan e-K TP (Wawancara 22 Juli 2017, pukul 02.45)

h. Jaminan pelayanan selama pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(e-KTP) tidak didapatkan atau dirasakan. Dalam pengamatan yang
dilakukan oleh peneliti, kondis tersebut juga terjadi karena sebagian besar
masyarakat tidak menemui kendala dalam pengurusan e-KTP, seperti
adanya kerusakan, ketidaksesuaian data, sehingga jaminan pelayanan
berupa penggantian yang baru, pun tidak diberikan. Kebanyakan, jaminan
pelayanan yang diberikan adalah ketepatan atau kepastian waktu
penyelesaian KTP sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya,
serta keramahan para petugas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

Mengenai jaminan pelayanan dalam pengurusan e-KTP, salah satu
infoman bernama SR mengungkapan bahwa tidak ada jaminan pelayanan
dari pihak petugas pelayanan seperti ketepatan waktu penyelesaian e-KTP,
(Wawancara 21 Juli 2017, pukul 09.00). Pernyataan lain juga
disampaikan oleh salah seorang informan bernama FT yang menyatakan
bahwa selama pengurusan KTP, belum mendapatan jaminan pelayanan
(Wawancara 21 Juli 2017, pukul 12.24).

Berdasarkan analisis data penelitian yang diperoleh, maka dapat diketahui

persepsi masyarakat berdasarkan fokus dan instrumen yang telah digukan sudah
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sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Merujuk Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, standar pelayanan dipersyaratkan harus
mencantumkan beberapa komponen sekurang-kurangnya meliputi ; (1)
Persyaratan atau syarat dokumen, (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur, (3)
Jangka waktu penyelesaian, (4) Biayaltarif, (5) Sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas, (6) Kompetensi pelaksana, (7) Jumlah pelaksana, dan (8) Jaminan
pelayanan.

Menurut H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (2010)
yang menyatakan bahwa “Pelayanan efektivitas adalah pengukuran dalam arti
tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan
pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (2011) yang menjelaskan bahwa
“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase
target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Berdasarkan teori ini dapat dikaitkan dengan standar pelayanan
dipersyaratkan harus mencantumkan beberapa komponen yang harus dicapai,
sekurang-kurangnya meliputi :

1. Persyaratan atau syarat dokumen
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur,
3. Jangkawaktu penyelesaian

4. Biayaltarif,

5. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

6. Kompetens pelaksana,
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7. Jumlah pelaksana,

8. Jaminan pelayanan.
Berdasarkan hasil analisa pendliti bahwa Pelayanan efektif yang ada di
Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang sudah menjalankan dari
delapan komponen dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-
KTP), pelayanan yang dilakukakn Kantor Camat Alla sudah berjalan
dengan baik /pelayanan prima karena masyarakat sudah puas atas pelayanan
yang diberikan dan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi konsep
pelayanan efekiif di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang sudah

sesual dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Selain itu.



BAB VII|
PENUTUP

A. Simpulan

Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang sudah optima dengan
Kegelasan informasi berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa
kesulitan dan ketidakpahaman masyarakat akan persyaratan dan mekanisme
pembuatan e-KTP dapat langsung ditanyakan kepada petugas pelayanan umum.
Petugas pelayanan umum di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang mempunyai
peranan yang cukup penting terhadap pelaksanaan pembuatan e-KTP, dikarenakan
melalui petugas pelayanan umum pelaksanaan pembuatan e-KTP akan terlaksana
dengan baik karena informasinya jelas dan sangat membantu masyarakat agar tidak
menjadi bingung dan prosedur pelayanan pembuatan e-K TP, sudah berjalan dengan
baik, di mana masyarakat mendapatkan undangan dari kecamatan untuk melakukan
perekaman e-KTP dan juga masyarakat mendapatkan nomor antrian untuk menunggu
pemanggilan dari pegawai kecamatan dan selanjutnya akan melakukan perekaman e-
KTP.

Kualitas pelayanan pembuatan e-K TP sudah berjalan dengan baik di lihat dari
kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses
perekaman e-KTP, dan juga di lihat dari kergjinan pegawai datang ke kantor dengan
tepat waktu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang inggin merekam

e-KTP.



Pelayanan efektif yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang sudah Merujuk ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan Publik, standar pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan
beberapa komponen sekurang-kurangnya meliputi ; (1) Persyaratan atau syarat
dokumen, (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur, (3) Jangka waktu penyelesaian,
(4) Biayaltarif, (5) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, (6) Kompetensi

pelaksana, (7) Jumlah pelaksana, dan (8) Jaminan pelayanan.

B. Saran
Agar hasil penelitian ini dapat dioptimalkan, maka peneliti menyarankan :

1. Bagi instans pemerintah daerah tingkat Kecamatan agar kiranya dapat
lebih meningkatkan dan ‘mengoptimalkan pelayanan administrasi Kartu
Tanda Penduduk (KTP) demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara
maksimal dan efektif.

2. Bagi masyarakat agar kiranya dapat terus melakukan partisipas aktif
dalam menunjang peningkatan pelayanan dengan turut serta memberi
penilaian/pandangan/persepsi seputar pelayanan administrasi di lingkup
K ecamatan masing-masing.

3. Bagi penditi lainnya yang ingin mengangkat atau mengkaji penelitian
yang serupa agar kiranya mengembangkan dan/atau mengarahkan pada

konteks penelitian yang mendalam dan bermanfaat.
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ABSTRAK

Rasmi. 2017. Pelayanan Administrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-
KTP) pada Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Skripsi. Program Studi
Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Hidayah Quraisy dan Suardi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap
pelayanan administrass Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pada Kantor
Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif yang menggambarkan perseps masyarakat terhadap Pelayanan Administras
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Untuk mengumpulkan data, penéliti
menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik anaisa data
melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data,l penyajian data dan penarikan kesimpulan ,
sedangkan teknik keabsahan data menggunakan credibility (intenal) dan transferability
(eksternal).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepst masyarakat terhadap pelayanan
administras Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Kantor Kecamatan Alla
Kabupaten Enrekang telah berjalan dengan baik. Perseps ini didasarkan pada beberapa
komponen standar pelayanan administres yang telah dipenuhi dan dijalankan sesuai
aturan yang berlaku dalam pengurusan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-
KTP) Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Komponen tersebut meliputi
persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, fasilitas, kompetens pelaksana,
jumlah pelaksana, dan jaminan pelayanan.

Kata Kunci: Pelayanan Administras
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Penelititian Yang Sesuai

Penelitian Yang Tida Sesuai

Bapak MS merupakan Kepala Kantor Kecamatan Alla
Kabupaten Enrekang menjelaskan bahwa konsep pelayanan yang
diterapakn di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang ini
dengan menggunakan beberapa konsep pelayann tersebut berupa

1. Pedlayanan yang mudah dan cepat, lancar dan tidak
berbelit-belit, mudah dipahami oleh masyarakat

2. Kgelasan dan kepastian dalam hal prosedur pelayanan,
persyaratan pelayanan

3. Keamanan Proses dan hasil pelayanan harus aman dan
nyaman

4. Efesian tidak perlu terjadi duplikasi persyratan oleh

beberapa pel ayanan tersebut

Inderikika Kantor Camat ke la urusu ki Akta Kelahiran,
sa eda pa kami ki garaga Akta Kelahiran, sa den kusading-
sading ka eda mo kade na bisa inde Kantor Camat ke la urus ki
Akta Kelahiran, Langsung miriki male jio Kantor Dinas jiong
Enrekang Kota, yamo ku timba mekutana rampa ka eda tongan
moraka na bisa ke indeki garaga ? ka ja sessa ki ia ke male no’
Enrekang Kota |la urusu i sa eda dikka tau ampai anakku sa

malei massikkola kakanna (Wawancara Ibu SN 27Juli2017) .

Artinya:
Dalam mengurus Akta Kelahiran, apakah masih bisa di Kantor
Camat ini ? karena yang saya dengar mengurus Akta Kelahiran

harus pergi di Kantor Dinas di Enrekang Kota, itu sebabnya saya




5. Segala sesuatu tentang proses pelayanan harus
disampaikan secara terbuka kepada masyarakat diminta

ataupun tidak diminta

Mengenai metode yang digunakan untuk = mencapai
konsep-konsep tersebut adalah dengan berpegang pada prinsi-
prinsip yaitu bagaimana kita bekerja secara maksimal dan
bagai mana mengontrol anggota. Dalam mencapal konsep tersebut
dengan mengadakan pertemuan -pertemuan khusus, agar
interaksi terlaksana dengan baik antara petugas dan masyarakat.
Pelayanan efektif yaitu disiplin dan bagaimana agar para petugas
Kecamatan Alla dapat menjalankan tugasnya dengan penuh

tanggung jawab.

Dari hasil wawancara dengan ibu SR mengatakan bahwa:

datang bertanya apakah memang benar Akta Kelahiran itu harus

di urus di Kantor Dinas di Enrekang Kota




“la mangka tonna ku male urus Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e-KTP) anakku ra male antara na ka ea ku macca
mang motor, ia tonna ku samapi mo tapa na pangkadai bangna
jo petugas moi na eda na patandai, langsung bangki nata kuan
ka apa la diurus bu’? mekutana mo ka anggenna tongan raka
kartu keluarga dibawa ke la urus ki Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e-KTP) , na kua mo jo petugas ka ia kartu keluarga
mandara ia syaratnya, baru nakuanmo jo petugas ka male miki
ala nomor antrian jo loket, mangtajan bang miki”’.

Artinya:

Waktu pergi mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-
KTP) Saya ditemani anak saya, berhubung karena sayatidak bisa
mengendarai motor. Sampai di sana saya langsung sapa putugas,”

apa yang ibu urus ? saya menjawab urus Kartu Tanda Penduduk




Elektronik (e-KTP), apakah persyratannya hanya Kartu Keluarga
? petugas menjawab, “ia bu” hanya Kartu Keluarga saja
Syaratnya, setelah itu petugas memberitahu saya mengambil

nomor antrian di loket sambil menunggu.




Tabel Langkah Pertama 1 ( Analisis Data)

Pertanyaan Hasil Wawancara Hasil Dokumentasi Hasil Observasi Inter presatas
1. Bagamanaat | Berdasarkan ~ wawancara | Pelayanan-pelyanan yang | Berdasarkan hasil obsevas | Jadi kesimpulannya
terhadap Peneliti dengan Bapak HN | dilakukan  di Kantor | peneliti bahwa Paelayanan | adalah bentuk-
pel aksanaan Camat Alla bahwa Prosedur | Kecamatan Alla Kabupaten | di Kantor Camat Alla sudah | bentuk di
program  E- | pembuatan eKTP sudah | Enrekang antaralain : memiliki konsep-konsep | Kecamatan Alla
KTP di | dijalankan dengan balk, a. Pelayanan  Kartu | pelayanan = baik/pelayanan | Kabupaten
Kecematan karena sudah mengikuti Tanda Penduduk | prima  karena  petugas | Enrekang sudah
Alla? aturan-aturan yang sudah Elektronik (E-KTP) | malayani masyarakat dengan | optimal dengan
ditentukan yaitu panggilan b. Rekomendasi senang hati, interaks antara | Kejelasan
dari Kecamatan, membawa masuk penduduk masyarakat dengan petugas | informasi, kesulitan
fotokopi KK (Kartu . Pindah penduduk terjalin baik. Usaha untuk | dan
Keluarga) dan KTP (Kartu d. Dispensasi meningkatkan pelayanan | ketidakpahaman
Tanda Penduduk), dan pernikahan yang prima dan maksimal, | masyarakat  akan
melanjutkan perekaman e- e. Surat Tanah, dil sudah dilakukan oleh | persyaratan dan
KTP yang dimana akan aparatur Kecamatan Alla| mekanisme
mengikuti nomor urut yang Kabupaten Enrekang yaitu | pembuatan e-KTP
sudah  ditentukan  dan dengan memenuhi apa sga | dapat langsung

menunggu pemangilan dari
pegawai, sehingga prosedur
pelayanan dalam pembuatan
eKTP saat ini sudah
berjalan dengan baik.

kebutuhan yang sangat
dibutuhkan oleh masyarakat
dalam proses pembuatan e-
KTP. Khusus Kkaitannya
dengan kebijakan e-KTP
sendiri aparatur Kecamatan

ditanyakan kepada
petugas pelayanan
umum. Petugas
pelayanan umum di
K ecamatan Alla
Kabupaten




Alla Kabupaten Enrekang
dituntut  untuk  mampu
mengatasi permasal ahan
yang kadang muncul
dilapangan, baik itu masalah
teknis ataupun hal non teknis
yang berhubungan dengan
pelayanan perekaman e
KTP.

Enrekang
mempunyai

peranan yang cukup
penting  terhadap
pel aksanaan
pembuatan e-KTP,
dikarenakan

melalui petugas
pelayanan  umum
pelaksanaan
pembuatan e-KTP
akan terlaksana
dengan baik karena
informasinya jelas
dan sangat
membantu
masyarakat agar
tidak menjadi
bingung dan
prosedur pelayanan
pembuatan e-KTP,
sudah berjalan
dengan baik

2. Bagamana

Dari hasil wawancara ST

Berdasarkan hasil observas

Jadi masyarakat




tingkat
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan

Kartu Tanda

Penduduk

elektronik (e

KTP)
Kecamatan
Alla
Kabupaten
Enrekang ?

di

(wawancara, 22 Juli 2017,
pukul 11.37) tentang
kualitas pelayananan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik
eKTP di Kantor
Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang

Artinya

Menur ut Saya  sudah
memuaskan karena
pelayanannya sesuai

dengan yang diharapkan.
Tindakan pegawai bila ada
masyarakat yang merasa
kesulitan atau  bingung
dalam pelayana Kartu
Tanda Penduduk vyaitu
membantu masyarakat dan
menjelaskan tentang proses
pembuatan e-KTP.

Pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat sudah
sesual  prosedur-prosedur
yang sudah ditetapkan,

pendliti  tentang konsep
pelayanan di Kantor
Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang sudah baik karena
pelayanannya sudah sesuai
dengan prosedur yang ada,
dan pelayanan yang
diberikan oleh petugas sudah
memuaskan Kkarena dalam
dalam proses pelayanan para
petugas membantu
masyarakat yang  tidak
mengerti atau kebingungan
dan tidak tau berkas apa sgja
yang dibutuhkan dalam
pembuatan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik.
Konsep pelayanan di
Kantor Kecamatan Alla
Kabupaten Enrekang yaitu :
a. Mengembangkan
sarana dan mutu
pelayanan sesuai
dengan  kebutuhan

Sudah puas karena

sarana dan
prasarana yang ada
di Kantor
K ecamatan Alla
Kabupaten

Enrekang sudah
lengkap dan

pelayanan yang
diberikan  petugas
sudah bagus karena
sikap petugas
terbuka kepada
masyakat, interaksi
antara masyarakat
dan petugas Camat
Allaterjalin dengan
baik dan
pelayanannya juga
sudah sesua yang
di harapkan. Usaha
untuk
meningkatkan
pelayanan yang




petugas pun  membantu
masyarakat menjelaskan
kesulitan atau kebingungan
masyarakat sehingga
masyarakat paham betul
persyaratan apa sga yang
yang harus dilengkapi dan
sarana prasarana telah
mendukung dalam proses
pelayanan publik terutama
dadam pembuatan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik
di Kantor Kecamatan Alla
Kabupaten Enrekang sudah
memadai, dan apabila ada
saran atau masukan dari
masyarakat kami menerima
dengan baik akan kritikan
yang ~membangun  dari
masyarakat”

masyarakat

. Meningkatkan

pembinaan peran
serta masyarakat
dalam bidang
pelayanan
administrasi
kependudukan di
Kantor  Kecamatan
Alla Kabupaten
Enrekang

prima dan
maksimal,  sudah
dilakukan oleh
aparatur Kecamatan
Alla Kabupaten
Enrekang yaitu
dengan memenuhi
apa sgja kebutuhan
yang sangat
dibutuhkan oleh
masyarakat dalam
proses pembuatan
e-KTP. Khusus
kaitannya dengan
kebijakan eKTP
sendiri aparatur
Kecamatan Alla
Kabupaten

Enrekang dituntut
untuk mampu
mengatasi

permasalahan yang
kadang muncul
dilapangan, baik itu




masalah teknis
ataupun hal non
teknis yang
berhubungan
dengan pelayanan
perekaman e-KTP.

Bagaimanakah
upaya
pelayanan
efektif  yang
dilakukan
dalam

pel aksanaan
program Kartu
Tanda
Penduduk
Elektronik (e
KTP) di
Kecamatan
Alla
Kabupaten
Enrekang ?

Terkait persayaratan
(dokumen atau  berkas)
dalam pengurusan KTP,
salah satu informan
bernama SR mengatakan
bahwa untuk urus KTP,
harus ada Kartu Keluarga,
surat panggilan dari
kecamatan. (Wawancara 21
Juli 2017, pukul 09.00). Hal
serupa pun disampaikan
oleh informan bernama RH
yang mengatakan bahwa
untuk pengurusan KTP,
haru dilengkapi  dengan
Kartu Keluarga (KK), surat
panggilan dari kecamatan,

Hasll observas  pendliti
selama berada di Kantor
Kecamatan Alla pelayanan
Kartu Tanda Penduduk
pelayanan yang diberikan
oleh pihak petugas Kantor
Camat Alla sudah sesuai
dengan prosedur yang sudah
ada, sehingga kenyamanan,
pelayanan dapat berjalan
dengan lancer dan
masyarakat merasa puas.

Pelayanan  efektif
yang dilakukan di
kantor Kecamatan
Alla sudah Merujuk
Undang-Undang
Nomor 25 Tahun
2009 tentang
pelayanan  Publik,
standar pelayanan
dipersyaratkan
harus
mencantumkan
beberapa komponen
sekurang-
kurangnya meliputi
(1) Persyaratan
atau Syarat




(Wawancara 23 Juli 2017,
pukul 10.26).

Masyarakat mengetahui
dengan baik sistem,
mekanisme atau prosedur
pelayanan administrasi
pengurusan e-KTP, sesua
dengan aturan yang berlaku.
Pengamatan yang penéliti
lakukan terkait prosedur
pengurusan pelayanan KTP
meliputi kelengkapan
persyaratan dalam
pengurusan Kartu Tanda
Penduduk proses pelayanan
pembuatan KTP, dengan
melampirkan seluruh berkas
syarat yang dibutuhkan.

HS mengatakan bahwa
mekanisme atau prosedur
dalam pelayanan KTP yaitu
pertama, mengambil
menunggu panggilan dari
kecamatan serta membawa

dokumen, (2
Sistem, mekanisme,
dan prosedur, (3)
Jangka waktu
penyelesaian, (4)
Biayaltarif, (5)
Sarana, prasarana,
dan/atau  fadsilitas,
(6) Kompetensi
pel aksana, (7)
Jumlah pelaksana,
dan (8) Jaminan
pelayanan.




Kartu Keluarga (KK) dan
yang terakhir ke Kantor
Kecamatan (Wawancara 22
Juli 2017, pukul 02.45).

Hal serupa yang dikatakan
AY, salah seorang informan
juga mengatakan bahwa
mekanismenya yaitu
mengambil menunggu
panggilan dari kecamatan
serta  membawa  Kartu
Keluarga (KK) dan yang
terakhir ke Kantor
Kecamatan (Wawancara 22
Juli 2017, pukul 11.00).
Fasilitas yang terdapat di
Kantor Kecamatan Alla
Kabupaten enrekang, secara
umum sudah memadai, dan
penerima layanan merasa
puas dengan fasilitas/sarana
yang disediakan. ST
mengatakan bahwa tentang
jangka waktu penyelesaian




eKTP tidak dapat
dipastikan (Wawancara 22
Juli 2017, pukul 11.37).
Biaya yang dikenakan
kepada penerima layanan
daam pembuatan eKTP
tidak ada. Observas yang
peneliti lakukan
menunjukkan bahwa tidak
ada biaya yang keluar saat

pembuatan e-KTP.

Hal tersebut juga
dikemukakan oleh informan
bernama AH yang

mengatakan bahwa biaya
untuk pembuatan KTP
adalah tidak ada.
(Wawancara 24 Juli 2017,
pukul 11.03). Mengenal
kompetensi para petugas
pelayanan di Kantor
Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang salah satu
informan  bernama  AY




mengungkapkan bahwa
kemampuan petugas cukup
baik dan pelayanannya juga
bagus. Mengenai jaminan
pelayanan dalam
pengurusan e-KTP, salah
satu infoman bernama SR
mengungkapan bahwa tidak
ada jaminan pelayanan dari
pihak petugas pelayanan
seperti ketepatan  waktu
penyelesaian e-KTP




Langkah ke Dua (Triangulasi)

Pertanyaan NH AY HS RN ST Kesmpulan
1. Apakah pegawai Sudah sesuai, | Sudah sesual Sesua mo ia to | Menurut  saya | Sudah sesuai

dalam memberikan petugas prosedur, konsep prosedur yang
pelayanana sudah membantu pelayanan e | adadan
sesuai dengan menjelaskan KTP oleh pihak | pelayanan
prosedur yang ada? | kesulitan atau pegawai yang diberikan

kebingungan sangatlah petugas sangat

masyarakat membantu membantu

sehingga untuk

paham  betul pengenalan

dan diri, mengurus

menjelaskan perizinan dan

persyaratan mengurus

apa sgja yang surat-surat

kurang dan penting,  dan

persyaratan prosedur  yang

apa yang harus diberikan sudah

dilengkapi sesual yang

ditetapakan
Bak dan

memuaskan




2. Bagaimana pendapat

Anda tentang
kompetensi/kemamp
uan mereka
(petugas/pel aksana)
dalam pengurusan e-
KTP?

. Bagaimana pendapat
anda dengan fasilitas
yang dimiliki oleh
Kantor Kecamatan
Alla Kabupaten
Enrekang dalam
pengurusan e-KTP ?

Sudah
memadai

Menurut saya
tentu saja
mereka yang di
tempatkan
dalam
pembuatan e
KTP ini ‘adalah
orang-orang
yang telah
kompoten
dalam bidang
ini

Menurut saya
fasilitas yang
dimiliki Kantor
Kecamatan
Alla Kabupaten
Enrekang
sudah
memenuhi
standar
pembuatan E-
KTP

Jalengkap.
Artinya

Sudah  sesuai
dengan
prosedur,

Semua
fasilitasnya
sudah lengkap d
sana

Fasilitasnya
sudah memadai




4. Bagaimana tindakan

pegawai bila terdapat
masyarakat yang
merasa kesulitan
atau bingung dalam
pelayanan e KTP

Bagaimana sikap
petugas pelayanan
saat melayani
masyarakat di
Kecamatan Alla

membantu
menjelaskan
kesulitan atau
kebingungan
masyarakat
sehingga
paham  betul
dan
menjelaskan
persyaratan
gpa  sgjayang
kurang dan
persyaratan
apa yang harus
dilengkapi

yang pernah
saya lihat
mereka
mengarahkan
masyarakat
yang
kebingungan
dalam hal
berkas,
kemudian
untuk sebagian
masyarakat
yang telah
lanjut usia akan
di pandu
menuju
ruangan  foto
dan sidik jari

Baik/sopan
dalam melayani
masyarakat




Kabupaten Enrekang
?

Siapa sgjakah yang
bertanggung jawab
daam pelaksanaan
pelayanan e-KTP di
kantor  kecamatan
Alla Kabupaten
Enrekag

Bagaimana
keamanan
lingkungan di sekitar

kantor  Kecamatan
Alla telah
memberikan rasa
aman bagi
masyarakat ?

Semua
operator

Kao untuk
keamanan saya
dapat
mengatakan
aman karena
belum ada
kegadian yang
tidak baik
ataupun
kriminal di sini
seperti
pencurian, ini
berarti kan

kondisi aman

macero iajgjaka
den memang to
mangpecero
bang, tersusun
rampa

Artinya
ruangannya
sangat bersih
dan tertata rapi
karna  sudah
ada  petugas
kebersihan.

Aman




10.

Sudah berapa kali
Anda berkunjung ke
Kantor Kecamatan
Alla?

Untuk pengurusan e-
KTP, apaapa sga
syarat atau dokumen
yang harus
dilengkapi/dibutuhka
n?

Daam rangka apa
yang anda urus ?

Eda mo aku ku
ngaranni ka
pempiranmi,
tapi ia na den
diurus maleki ia
re’

Artinya :

Saya sudah
tidak ingat,
sudah  berapa
kai saya ke
sana tapi setiap
ada.- pengurusan
pasti kesana

Anggennara ia
karu keluarga
Artinya
Hanya kartu
keluarga  sga

garaga eKTP
sola ia kedenni
surat penting la




11.

12.

Sigpa yang biasanya
menemani anda
ketika mengurus E-
KTP?

Apakah waktu
penyelesaian sesuai
dengan waktu yang
dijanjikan atau di
tetapakan

sebelumnya oleh
petugas pelayanan e-
KTP ?

pertama  Kkali
saya
menguruse-
KTP saya
ditemani  ibu
dan kaka saya

saya kurang
mengetahui hal
tersebut karena
yang mengurus
semuanya
adalah ibu dan
kaka saya, saya
hanya
dipanggil untuk
foto dan sidik
jari,

di urus

Artinya:
Mengurus e
KTP dan surat-
surat penting

tergantung  sa
bisa ki antri ke
buda’i tau urus
surat-surat  sola

urusu e-KTP
artinya :
tergantung  dari
banyaknya
orang yang
mengurus e
KTP, jika




13. Bagaimana sikap
bapak/ibu dalam
menyikapi saran atau
masukan dari
masyarakat ?

14. Bagaimana

kerapian dan
keseragaman pegawai
dalam melayani
masyarakat di  kantor
Kecamatan Alla

Kabupaten Enrekang ?

menerima
dengan baik
akan kritikan
yang
membangun
dari
masyarakat

untuk masalah
kerapian tidak
perlu
dipertanyakan
lagi, mereka
menggunakan
seragam yang
dapat
membedakan
bahwa mereka
adalah petugas
kantor
Kecamatan

banyak yang
mengurus maka
pengurusannya
akan lama

kadang-kadang




15.Berapakah Tidak ada
biayal/tarif untuk | biaya yang
pengurusan eKTP ? 3
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